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MOTTO

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian

yang schenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)

walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”.

Terjemahan Al Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 128


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah i
Nama : YUGO SUSETYO
NIM : 010710101029
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah ini yang berjudul :
"KAJIAN YURIDIS TENTANG PERANAN HAKAM DALAM PERKARA
CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SYI1QOQ DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:1355/Pdt.G/2004/
PA.Jr,Tgl 21-12-2004)" adalah benar-benar hasil sendiri, kecuali jika disebutkan
sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi apapun. Saya bertanggung
jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus
dijunjung tinggi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adarya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta barsedia mendapat sanksi

akademik jika termyate di kemudian hari pemyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Maret 2006

Y ang menyatakan,

YUGO SUSETYO
NIM. 010710101029



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

PERSEMBAHAN

Sknpst inn dengan tulus hat* dan kelwasan Rasih Kupersembahkan untuk ;

L. Ayahanda Agus Darnudfi dan 16unda Salamah yang telah memberikan kasifi
sayany, dorongan, pengorbanan, doa restu dan bimbingan hingga ananda
tegar dalam menjalini kehidupan.

2. Alma Mater Fakultas Hukum Untversitas Jember tercinia.

3. Guru-guruku yang dengan tulus ikhlas memberikan tlmu selama iui.

4. ‘KakakKu tersayany ‘Wiwit Widaryanti dan Tri Wuryantoro, serta keponakan
kecilku Hanan Nabilah Afaf. Terima Kasih atas segala dorongan, semangat,
dan £:sih s y. agi.y.. '

5. Adinda Sulistio Dwi R terima kasih atas segala doa, kgsabaran, perhatian,

dan Rasih sayangnya selama ini.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan P:mitia Penguji pada -

tan Rabu
Tanggal : 12

Bulan . April
Tahun : 20006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

KETUA SEKRETARIS ,v
(Hj. LILIEK l§'l‘IQOMAll, B0, ML) (R.Ai. ANGELICA I I)ﬁSVVARLS.II.)
NIP. 131 276 661 NIP. 132 296 905

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

------------------------

2. NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :
“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERANAN HAKAM DALAM
PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SYIQOQ
DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Jember Nomor: 1355/
Pdt.G2004/PAJr, Tgl 21-12-2004)”

Oleh :
LUGO SUSETYO
010710101029

Pembantu Pembimbing

BASTAANTS.I1. ANANIL. SUPARTO, S.H.

NII’./J() 325902 \‘I(IP. 131 415 666

Pembimp

Mengesahkan,
DEI AR [ evEN PENDIDIKAIN NASIONAL
o UNIVERSITAS JEMBER
S' }:\ FAKULTAS HUKUM

Dekan,

\Y R, N3 . /,’/_—
W 1nOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

e  —— et e e — =

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang
telah memberikan rahrat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk meraih Gelar
Sarjana Hukum pada I"aku’tas Hukum Universitas Jember.

Penulisan  skripst yang  berjudul “KAJIAN . YURIDIS  TENTANG
PERANAN HAKAM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN
ALASAN SYIQOQ DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Jember Nomor: 1355/Pdt.G/PA. Jr, Tgl 21-12-2004)", ini
tak akan terselesatkan tanpa adanya dorongan, bimbmgan dan bantuan dari
berbagai pihak. Dengan tilus penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak
terhingga kepada :

I. Bapak Bastian, S.I. selaku Pembimbing yang telah mencurahkan waktu
dan membenkan pengarahan pada penuhs dalam menyusun skripst ini;
Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Pembantu Pembimbing, atas
kesediaan waktu dan kesabarannya dalam membimbing dari awal sampai
akhir penulisan skripsi;

3. lbu Hj. Liliek Istigomah, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji yang
telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji;

4. 1bu R. Aj. Angelica Indraswari, S.H. selaku Sckretaris Penguji yang telah
bersedia menguji;

5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember;

2

6. Bapak H. Samsi Kusairi, S.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan
bimbingan dan nasehat;

7. Bapak dan lbu dosen yang telah memberikan ilmunya, serta seluruh
karyawan dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Jember,

8. Bapak Shaleh, $.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Jember yang telah
banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini;

9. Bapak Drs. Muhammad Sholikhan, selaku Panitera Muda Hukum
Pengadilan Agama Jember beserta semua karyawan yang telah memberi
kemudahan selama penulisan skripsi ini;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10. Ayahanda, Ibunda, dan kakanda yang telah memberikan doa, motivasi dan
segala bantuan serta kasih sayang hingga terselesainya penyusunan skripsi
ni,

[ 1. Teman-teman kost ku JI. Nias No.14 : Andre, Bang Leo, Hendra, Edi,
Agil, Irvan, Rozak, Mas Nur, Adi, Om Krisna, Amboro, kebersamaan
kalian menjadi memori indah yang tak terlupakan,;

2. Keluarga H. Lahoeri, S.H., Mr. Ferry |Tifa, dan Basuki, yang telah
menyediakan tempat kos selama menimba ilmu di Jember;

13. Sahabat-sahabatku di pengajian Al-Muflikhun : Gus Yuri, S.H, Wisnu,
Afif, Iwan, Agus. S.H., Muhdlor, S.H., Haryo, Gembong, S H., Yongki,
Wi2t, S.H., Rein, S.H., Ninik, S.H.. Yayak, S.H., dan teman-teman semua
di Fakultas Iulkum angkatan 2001 atas kerjasama dan semangatnya sclama
ini;

14. Sahabat-sahabati Rayon PMII Fakultas Hukum tanpa terkecuali, terima
kasih atas kekeluargaannya dan kembangkan terus paradigma kritis
transformatifnya.

Semoga amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap
ketulusan dan keiklasan hati pada penulis mendapatkan balasan dari Allah SW'T.
Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna
bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, April 2006 Penulis


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL oottt e e s snsins s na se sie saa et 1
HALAMAN PEMBIMBING ... e i
HALAMAN MOTTO 0 o v iviivsssmmmsimmiimsys sove s vow S Senlin s 310 £ s s 111

HALAMAN PERNYATAAN i v
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN ... it vil
KATA PENGANTAR
DAFFAREEL . . o . L vusnmi san s ot s SRR ooy - P (K

DAFTAR LAMPIRAN. ... e s s e, WORRIGR i (/e e Xii
RINGEKASAN. .c.ofiiimihiontiadersussssassinpemnparans sasard 55502 0sbat o303 S obilnasimes oomae2o: Xiii

BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .............cooeiimieiiniimmmiiea 1
1.2 Ruang LAngKED ....oomimoiasinasiommne s e 3
1.3 Rumusan Masalah .. ... 4
1.4 Tujuan PenuliSan ..ot 4
1.4.1 Tujuan UMUIM ..ooocoimmimimseomimncimmmmesnessse o 4

1.42 ‘Tujuan Khusus 7 ... s, 4

1.5 Metode PEnulSAN  ..........cvnsicmomeamsmaines sasansce smnvsnnnnss 5
1.5.1 Pendekatan Masalah 5

1.5.2. Swnver Bahan Hukum ... 5
1.5.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer .............. 5

1.5.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder ........... 6

1.53 Metode Pengumpulan Bahan Hukum................... 6
1.5.3.]1 WaWANCATA .........coonmeermmrmssssassnsiinsids 6

1532 StudiLiteratur ............ocooiiieiiiiiinins 6

154 Analisis Bahan Hukum


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB Il FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Tentang Perkara Syiqoq .............cocoviiiiininn 8

39 Dasar KRG it ToEm . oo cmiamirnisinm siving s 10

23 Lanoasan TOOTL gl catr  onrerimnsssno g S s vs v 10 13
2.3.1 Pengertian Hakam ........o.coo i i e 13
232 Pengangkatan Hakam . 16
233 Penglrtign SYIQOQ .. - - i e - v s in s s ovs e 18
2.3.4 Pihak Yang Dapat Ditunjuk Sebagai Hakam ... 25
2.3.5 Pengertian Cerai Gugat ...........oooiiiiiiiiinnnn 37

BAB 111 PEMBAHASAN

31 Proses Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Syiqoq

di Pengadilan Agama ..., 30
3.2 Persyaratan Dan Peranan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara
Cerai Gugat Dengan Alasan Syigoq di Pengadilan Agama 39

3.3 Faktor Penghambat Dan Pendukung Hakam Dalam Menjalankan

Peranannya Terhadap Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat

Dengan Alasan SYiqog .........occimicerimmmrieesnii s s 16

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 KeSimpPulan .......cocoiuiiiiiimuimimmeninenneencisis s e 50
B SATAD  .oorrer et e St CE S i s vy it B e i 51

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Surat Pengantar Konsultasi ke Pengadilan Agama.
LAMPIRAN 11 : Surat Telah Melakukan Konsultasi ke Pengadilan Agama.
LAMPIRAN III : Salinan Putusan Perkara Nomor:1355/Pdt.G/2004/PA.Jr.
LAMPIRAN IV : Salinan Berita Acara Hakamain Minjihatil Hakim.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

r -l AN e aam sl RAYE e ]l

RINGKASAN

Masalah perceralan adalah masalah yang banyak diperbincangkan dalam
masyarakat, karena delam lenyataannya di masyarakat banyak perkawinan yang
berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang
mudah. Kasus perceraian dari waktu ke waktu tampaknya terus meningkat.
Kesakralan dan makna perkawinan sepertinya sudah tidak berarti lagi. Perceraian
terkadang tidak bisa dihindari karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara suami
istri, jika tetap dipaksakan dalam perkawinan maka akan dapat merusak semua
pihak baik pihak istre maupun pihak suami. Salah satu alasan perceralan yang
kerap kali terjadi dan sering diajukan oleh pihak istri adalah syigog, yaitu
perselisihan, percekec kan dan permusuhan yang berkepanjangan dan meruncing
antara suami istri. Issue hukum inilah yang diangkat dalam skripsi dengan judul
“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERANAN HAKAM DALAM PERKARA
CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SYIQOQ DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama  Jember Nomor
1355/Pdt.G/2004/PA Jr,Tgl 21-12-2004)".

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisa
dan membahas permasalahan yang telah dirumuskan, yakni untuk mengetahui
proses pemeriksaan perceraian dengan alasan syigoq, kemudian untuk mengetahui
persyaratan dan peranan Hakam dalam penyelesaian perceraian dengan alasan
syigog, serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Hakam
menjalankan peranannya terhadap pemeriksaan perceraian dengan alasan syigoq
di Pengadilan Agama.

Berkaitan dergan tujuan yang dirumuskan, maka dalam membahas
permasalahan tersebut, perlu adanya suatu metode, sehingga obyek telaah
penulisan skripsi ini nantinya bisa dikatakan sebagai yuridis normatif. Pendekatan
yuridis normatif adalah suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud. Selanjutnya

sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer berupa

peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan bahan hukum


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

AN LLCAL it TTV O T DT LA

sekunder yaitu berupa literatur. Metode pengumpulan bahan hukum adalah
dengan menggunakan studi literatur dan wawancara, kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dan pembahasan penulis secara umum menghasilkan kesiinpulan bahwa
proses pemeriksaan perkara cerai gugat dengan alasan syigog di Pengadilan
Agama adalah sama seperti yang terdapat dalam hukum acara perdata, kecual
yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini (vide pasal 54 UU No. 7
Tahun 1989).

Seorang Hakam memegang  peranan  yang  penting dalaim perkara
perceraian dengan alasan syigog, sebab keterlibatan Hakam sangat dibutuhkan
untuk menyelesaikan perkara perceratan Hakam: dan pihak istrr dan scorang,
Hakam dari pihak suami, dan Hakim Pengadilan Agama dapat pula mengangkat
dua Hakam yang bukan berasal dari keluarga keduanya. Kedua Hakam tersebut
diharapkan dapat memberikan suatu penyelesaian yang mengarah pada adanya
suatu perbaikan dan utuhnya kembali sebuah perkawinan antara suami istri, tetapi
apabila tetap tidak ada kesepakatan antara suami istri untuk mempertahankan
rumah tangganya, maka kedua Hakam dapat mengambil jalan memutuskan ikatan
perkawinan tersebut, yang kemudian kesepakatan ini disampaikan kepada Hakim
untuk menceraikan suami istri tersebut. Mengenai faktor penghambat Hakam
dalam menjalankan peranannya jika terjadi dua orang Hakam tersebut berbeda
pendapat tentang kesimpulan yang diperoleh atau tindakan yang harus diambil
terhadap Penggugat dan Tergugat. Faktor pendukung Hakam dalam menjalankan
peranannya adalah diperoleh adanya kesepakatan antara Hakam dari pihak
penggugat dan Hakam dari pihak tergugat.

Saran dalam skripsi ini adalah pihak Pengadilan Agama dalam hal ini
Majelis Hakim untuk mengangkat Hakam harus sesuai dengan ketentuan pasal 76
ayat 2 Undang-undany No.7 Tahun 1989. Akhirnya untuk lebih memfungsikan
peranan Hakam dalam penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan syigoq di
Pengadilan Agama, Hakam yang dipilih dari masing-masing pihak harus
mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk

mendamaikan suami istri yang sedang berselisih.
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1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat yang senang
bergaul dan menjalin tali persaudaraan. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi
dengan naluri untuk hidup bersama orang lain. Telah menjadi kodrat manusia
bahwa schagai makhlik ciptaan Tuhan, manusia tidak dapat hidup sendin dan
selalu membutuhkan  keb rradaan orang L. Karena pada dasarnya manusia
adalah sebagai makhluk individu juga sebagai makhiuk sosial. Manusia sebagai
makhluk sosial sudah tentu membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya haruslah
berpedoman pada Al Qur'an dan As Sunnah. Seperti yang tertera dalam Al Qur’an
Surat Al Hujarat 13 yang terjemahannya bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah
dari laki-laki dan perempuan serta berbangsa-bangsa agar saling kenal mengenal.
Bagi manusia perjodohan dilakukan berdasarkan hukum yang mengaca pada
aturan pokok yang telah ditentukan dalam ajaran agama.

Agar tercipta suatu tatanan kehidupan yang teratur, antara laki-laki dan
percmpuan itu harus terikat dalam suatu ikatan yang sah, maka diadakanlah
perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan Jahir bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal |
UU No. | Tahun 1974). Menurut Haryono, perkawinan adalah suatu perjanjian
yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk
keluarga bahagia. (dalam Hadikusumo, 1990: 30)

Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-
mata untuk memenuhi nafsu saja. lkatan lahir dan bathin didalam suatu
perkawinan adalah adanya perasaan saling mencintai dan menyayangi antara satu
sama lainnya, serta saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing
dengan menerima pasangan kita apa adanya dengan ikhlas.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,

untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing
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dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan
spiritual dan materiil. Oleh karena itu adanya suatu peraturan yang menentukan
persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan
seperti yang tersurat dan tersirat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan, beserta  peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan
coihawinan. ,
Kenyataan membuktikan bahwa tidak selalu tujuan itu dapat dicapai bahkan
sebaliknya akan kandas di tengah jalan Karena tndak ada kesepakatan atau
kerukunan  antara  suami astri, malah  semakm  terjadi  permusuban  yang
berkepanjangan walaupun telah diusahakan untuk menghindarinya. Jika karena
ada alasan tertentu kemudian salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian
tersebut maka jalan yang mungkin akan di tempuh adalah perceraian. Perceraian
ini merupakan jalan terakhir atau pintu darurat dar sebuah perkawinan, apabila
upaya perdamaian di antara kedua belah pihak sudah tidak dapat di lakukan lagi.
Mengenai perceraian, ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan
di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha
mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk
melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak
akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Sudarsono, 1991: 116). Hak untuk
menceraikan atau hak talak sebelum berlakunya Undang-undang No. | Tahun
1974 merupakan hak mutlak dari suami tanpa ada pembatasan dari pengadilan dan
penguasa yang berwenang, maka pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan
kerugian pada pihak istri, anak-anak, keluarga dan masyarakat. Namun setelah
berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diadakan perombakan dan
pembaharuan. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. | Tahun 1974

menyatakan bahwa :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan
yang bersangkutan berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak. Demikian juga untuk melakikan perceraian harus ada

cukup alasan bahwa suami istri itu sudah tidak dapat hidup rukun sebagai
suami istri”.
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Usaha pengadilan mendamaikan suami istri yang menghendaki perceraian
dalam hal ini dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian
Perceraian, sesuai dengan bunyi pasal 30 ayat (2), yang menyatakan:

“Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua
belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan
dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat, bila terjadi perdamaian maka
tidak dapat diajukan lagi gugatan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang
sama .

Hal yang berkenaan dengan tata cara pemeriksaan perkara perceraian atas
alasan svigog diatur dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu
apabila terjadi perkara perceraian atas dasar alasan syigog, lata cara
pemeriksaannya disamping tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata pada
umumnya, sekaligus ‘harus menurut tata cara mengadili yang digariskan oleh
undang-undang tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih
mendalam mengenai hal-hal yang dikemukakan diatas dan memformulasikan
Judul @ *KAJIAN YURIDIS TENTANG PERANAN HAKAM DALAM
PERKARA CERAl GUGAT DENGAN ALASAN SYIQOQ DI
PENGADILAN AGAMA" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama' Jember
Nomor: 1355/Pdt.G/2004, PAJr, Tgl 21-12-2004)

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup skripsi ini masuk dalam hukum perdata pada bagian Hukum
Orang dan Keluarga, khususnya dibidang hukum perkawinan. Untuk menghindan
adanya pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada,
pembahasan skripsi ini dikhususkan mengenai: -proses pemeriksaan perkara cerai
gugat dengan alasan s/igog di depan sidang Pengadilan Agama, -persyaratan dan
peranan Hakam dalam menvelesaikan perkara cerai sugat dengan alasan syigog di
depan sidang Pengadilan Agama, -faktor penghambat dan pendukung Hakam
dalam menjalankan peranannya terhadap pemeriksaan perkara cerai gugat dengan

alasan syiqoq.
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1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis sampaikan pada latar belakang di atas,

ada beberapa permasalahan yang mgin penuhis keten ralikan. Masalah tersebut

adalah sebagai berikut :

bapaimana proses pemeriksaan perkara ceral gugat dengan alasan syigog
di Pengadilan Agama ?

apa saja persyaratan dan peranan Hakam dalam penyelesaian perkara cerai
pugat dengan alasan svigoq ?

apa saja faktor penghambat dan pendukung Hakam dalam menjalankan
peranannya terhacap pemeriksaan perkara ceral gugat dengan alasan

svigog ?

1.4 Tujuan Penulisar

1.4.1 Tujuan Umum

19

Tujuan umum yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah:

antuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir schagar persyaratan: pokok
yang bersifat ak~d=mis guna mempercl:h gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukumi Universitas Jember. '

sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang
di dapatkan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan
prakick yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Alma Mater dalam

perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

2

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara cerai gugat dengan alasan
svigog di Pengadilan Agama.

untuk mengetahui peranan Hakam dalam penyelesaian perkara cerai gugat

dengan alasan syigog di Pengadilan Agama.
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3. untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung Hakam dalam

menjalankan peranannya terhadap pemeriksaan perkara cerai gugat dengan

alasan syiqog.

1.5 Metode Penulisan

Sctiap penulisan Karya tulis yang bersifat ilmiah selalu diperlukan adanya
metode penulisan. Dimana metode ini merupakan suatu prosedur atau rangkaian
cara yang sistematis untuk mengpali kebenaran schingga dapat menghasilkan
suatu karya ilmiah (Soemitro, 1990 - 35).

Penggunaan metode sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar
diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Dalam skripsi ini
digunakan metode penelitian berupa pendekatan masalah, sumber bahan hukum,

metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi
ini adalah metode vuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu
pendekatan masalah berdasarkan kajian terhadap peraturan pemndang-u.ndangan,
yurisprudensi dan teori hukum (doktrin hukum) yang dikemukakan oleh sarjana
hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil kajian dengan menggunakan
metode yuridis normatif menjadi landasan berpikir untuk menganalisa pokok

permasalahan yang muncul.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan
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untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan

dapat mennjang| pedulisan sknipst Baban hukum yang-~diperoleh-terdiri dari

bahan hukum primer dan sekunder.
1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dasar atau asli yang diperoleh

dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang pertama dan belum diuraikan

6

orang lain. Bahan hukum primer ini dari membaca peraturan dasar, peraturan

perundang-undangan, dan norma-norma hukum (Soemitro, 1990: 11) yang terdin

dari: Landasan Syariah yaitu Al Qur’an sebagai sumber hukum dari peraturan

perundang-undangan, Undang-undang Nomor | Tahun 1974, Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi

Hukum Islam serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

Peradilan Agama. Bahan hukum primer kemudian dianalisis, dikembangkan,

dibandingkan dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis

dan ilmiah. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk

mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan dari penyusunan skripsi ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sckunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannnya dengan

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan

hukum primer (Soemitro, 1990: 11). Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dan

wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jember, majalah-majalah hukum,

literatur-literatur yang mengandung hukum untuk mendapatkan informasi yang
obyektif.

1.5.3 Mctode Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat pentingnya bahan hukum yang dibutuhkan guna memecahkan

masalah maka perlu digunakan metode yang tepat dan ilmiah. Adapun metode

pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Wawancara

Pengumpulan bahan hukum dengan wawancara, konsultasi Tanya jawab
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dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan keterangan yang dapal
mendukung penulisan-ini dengan Hakim Pengadilan Agama Jember yaity Bapak
Shaleh, S.H-dan Panitera Muda Hukum'yaifu Bapak Solikhan, S.H.
2. Studi Literatur

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca,

mempelajari dan memahami literatur dan peraturan-peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, selanjutnya digunakan

sebagai bahan pertimbangan antara teori dan kenyataan yang ada schingga pada
akhirnya akan diambil suato keputusan- yang digunakan untuk dasar hukum dan

landasan teori (Soemitro, «990: 98).

1 5 ¢ A palisic Bahor ik '

Dalam melak kan anahisis bahan hukum, penuhs disim mengeunakan
metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan semua bahan hukum yang diperoleh baik dari lapangan maupun
dan kepustakaan kemudim dianalists menurat fandasan dan eon hukum yang
berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Hasil analisis itu selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan
metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum
menuju pembahasan yang bersifat khusus. Dapat diartikan pula sebagai suatu
pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju

permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990: 98).
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BAB I
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta tentang perkara syigog dalam perkara cerai gugat dapat dijelaskan
sebagan berikut ¢

Penggugat dalam perkara ini bernama Sulah Afiah binti Zainullah, umur
25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, terakhir bertempat tinggal di
Jalan Jambu Gg. 11 Mo. 12 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten
Jember, pada tanggal 21 Juni 2004 telah mengajukan cerai gugat terhadap
suaminya yang bernama Akmad lstiklah Dheliyantoro bin Redjo Utomo, umur 28
tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, terakhir bertempat tinggal di Jalan
Moch. Seroeji No. 18-Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
Yang selanjutnya disebut Tergugat dalam perkara ini,

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2002 telah terjadi pernikahan secara sah
antara Penggugat dan Tergugat yang di catatkan pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan kutipan Akta Nikah Nomor:
696/44/X/2002 tertanggal 17 Oktober 2002. Setelah terjadi pernikahan antara
Penggugat dengan Tergugat terakhir mengambil tempat kediaman bersama di
rumah milik orang tua Sulah Afiah (Penggugat) dan hingga kini belum dikaruniai
keturunan.

Pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan
dengan baik dan telab hidup rukun sebagai suami istri, tetapi satu tahun setelah
menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi, tempat tinggal

dan beda prinsip. Te-gugat kira-kira kurang lebih satu tahun yang lalu tidak

L 4eeie lommnda Danmoanont barana Taronoat termasnk
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pe€mah memocerikall vally Ltldijd ALPdUd L WEgsRett BEm=s mhrems ==
orang yang malas untuk mencari pekerjaan, Tergugat juga suka sering pulang ke

rumah ‘orang tuahya scndiri ‘dan "Fergugat selalu bergantung! kepada orang tuanya.

Perbedaan prinsip tersebut menurut Penggugat yang menjadi pemicu retaknya

hubungan suami istri dalam rumah tangga.

Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut
makin lama makin memuncak, akhimya Tergugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama dengan tanpa 1jin Penggugal sekarang berada di rumah orang
tuanya. Sejak saat itu mereka telah hidup berpisah yang hingga sckarang sudah 4
bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara
Penggugat dan Terguzat sebagaimana layaknya suami istri. Sikap dan perbuatan
Tergugat yang demikian membuat Penggugat mengalami penderitaan lahir dan
bathin yang berkepanjangan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat
memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara
ini dan menjatuhkan putusan sebagail berikut ¢

|. mengabulkan gugatan Penggugal-;

2. menjatuhkan talak sutu ba’in dari Tergugal terhadap Penggugal;

3 membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku;

4. mohon putusan yang seadil-adilnya.
Dalam pemeriksaan di persidangan, Majclis Takim berupaya untuk |m,nddnm1kzm
kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim memeriksa
alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berupa foto copy kutipan
akta nikah dan saksi-saksi. Akan tetapi kedua saksi tersebut tidak berhasil untuk

merukunkan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim selanjutnya mengangkat
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Hakam min Jihatil Hakim, masing-masing :
1. v Hakl, $-Ho sebagai Hakam Renggugats

7 Drs. Muhammad Sholikhan, sebagai Hakam Tergugat.

Kedua Hakam tersebut mempunyai tugas untuk mengupayakan perdamaian sccara

maksimal di luar persidangan. Akan tetapi dalam laporannya, kedua Hakam tidak

berhasil untuk merukunkan lagi antara Penggugat dan Tergugat.

Maijelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas berpendapat  bahwa

Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan perceraiannya sesuai

10

hukum. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1355/Pdt.G/2004/PA Jr akhimya
mengabulkan gugatan Penggugat yang amarnya berbunyi

I, mengabulkan gugaan Penggugat;

2. menjatuhkan talak satu ba’in dari Tergugat terhadap Penggugat;

7 serta membc anki. biava peinara hepada Peuggugal sebe§ar Rp.

197 000,00 (seratus sembilan pulub tuyuh ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi i
adalah :
1. Surat 4, An-Nisa’, ayat 35, yang terjemahannya :

* Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka
utuslah seorang llakam dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dan
keluarga perempuan. Jika kedua orang lHakam itu bermaksud mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal (Tafsir Departemen Agama
R.1., 1984: 123).7

2. Undang-undang Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PR o S R TR TRV, L G P
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Adapun pasal-pasal yang berkaitan alau Gapat tijduiihdil Basah HHRE o
a. Pasall:

«“perkawinan ialah ikatan ‘Tahit bathin-antara “scorang-pra-dengan’-seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Pasal 38 :

“Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, dan c. atas

putusan Pengadilan™
c. Pasal 39 ayat (1) :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

kedua belah pihak”.

Pasal 39 ayat (2) :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri

itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”.

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Adapun pasal-pasal yang berkaitan atau dapat dijadikan dasar hukum adalah :

d

b.

Pasal 49 ayat (1)

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memerksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang
beragama [slam dibidang :

a.perkawinan;

b kewarisan. wasiat. hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
¢.wakal dan shodagoh™.

Pasal 73 ayat (1) :

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila
penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin
tergugat”.

Pasal 76 ayat (1) :
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“Apabila gugatan perceraian didasarkan  atas alasan syiqaq, maka untuk
mendapatkampufusan pareeratan hayug didengar ketérangan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga orang-orang yang dekat suami istri”.

d. Pasal 76 ayat (2) :
“Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi lentang sifat persengketaan
antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dan keluarga masing-

masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam”.

o

Pasal 80 ayat (1) :
“pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian
didaftarkan di Kepaniteraan™.

f Pasal 82 ayat (4) :
“Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada

setiap sidang pemeriksaan™.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Adapun pasal-pasal yang berkaitan atau dapat dijadikan dasar hukum adalah

a. Pasal 19 huruf (f) :
“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami istri
(erus menerus terjadi sersclisihan dan pertengkaraan dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi (alam rumah tangga™.

b. Pasal 22 ayat (1) :
“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan

kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat™
£ B
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¢. Pasal 22 ayat (2) :

“Gugatan tersebut-dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
Pengaliikat “hidngenat [$cbab-dcbab peiselisihaty [dan Lpaengharih! i dan
setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami
istri”.

>. lkompilasi Hukum Islam

Adapun pasal-pasal yang berkaitan atau dapat dijadikan dasar hukum adalah :

a. Pasal 2:
“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat
kuat atau miitsaagan  gholiidhan untuk  mentaati - perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah”.

b. Pasal 3:
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Pasal 114 ;

(1

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena
talak atau berdasarkan gugatan perceraian’.

d. Pasal 116 huruf (f) :
“Antara suami dar istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga’.

e. Pasal 134 :

"(_iugznzm perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (), dapat
dllcrm.u? apabila (clah cukup jelas bagi Pengadilan Agama sebab-sebab
perschisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga sérla
orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Hakam

Hakam merupakan lanjutan dari rangkaian putusnya perkawinan karena

perceraian dengan alasan syigog yang tercantum dalam Surat An-Nisa’ ayat 35
menyatakan:

“Dan jika kamu kha\_a/atirkan ada persengketaan antara keduanya maka utuslah
seorang Hakqm dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari keluarga
perempuan. Jika kedua orang Hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan

nicoava Allah oassnhars to0fih Lol diites Y
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Mengetahui Lagi Maha Mengenal”.
Ayat ini mengatur fentang tata_cara penyelesaian jika terdapat kekhawatiran

terjadi syigog~ antara suami istri, yaitt dengan jalan masing-masing pihak
mengajukan seorang Hakam. Berbeda pendapat para ahli figh tentang arti
“Hakam” yang tersebut pada ayat 35 Surat An Nisaa’ diatas.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam ‘Hambali
dan qaul gadim dan 'mam Syafi’i “Hakam “ itu berarti “wakil”. Sama halnya
dengan wakil, maka akam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri
sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Begitu pula Hakam dari pihak
istri tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari istri.
Menurut Imam Malik, sebagian yang lain pengikut Imam Hambali dan qaul jadid
dari Imam Syafi’i: Hakam itu berarti Hakim. Sebagai Hakim, maka Hakam boleh
memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami
istri yang sedang bersciisih, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia
akan memerintahkan agar kedua suami istri itu berdamai kembali. (Thalib, 1986:
173)

Menurut pendepat pertama yang mengangkat Hakam itu ialah pihak-pihak
suami dan pihak-pihak istri, karena ayat 35 Surat An-Nisa’ di atas ditujukan

kepada mereka. Menurut pendapat kedua bahwa yang mengangkat Hakam itu
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ialah Hakim atau pemerintah, karena ayat diatas ditujukan kepada seluruh kaum
muslimin. Dalam hal perselisihan suami istri, urusan mercka diselesaikan oleh
pemerintah mereka alau oleh Hakim. Mereka telah diberi wewenang untuk
mengadili perkara yang disampaikan kepadanya.

Noel J. Coulson memberi sinonimn “arbitrator” sebagai kata yang sepadan
dengan “Hakam”. Begitu juga Morteza Mutahari mengemukakan kata padanan
Hakam dengan “arbiter”. Apa yang dijelaskan diatas, hampir tidak berbeda
dengan pengertian yang dirumuskan pada penjelasan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 pasal 76 ayat (2): “Hakam adalali orang yang ditetapkan Pengadilan
dart pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari
upaya penyelesaian perselisihan terhadap syigog . (Harahap, 2003 : 270)

Tujuan utama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (2)

tersebut membentuk juru damai apabila terjadi syigog. Selama tujuan penunjukan

Llalisivn haowdadal; wabcl: aaaadacaiilice 2= —_fl_17 dradls
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FROREND PAAVIMAN WAR TV dlidiRall, odilla oURdil Lidak DClCillangan dacngan
makna dan jiwa Surat An-Nisa’ ayat 35 tersebut tanpa mempersoalkan siapa yang
ditunjuk ‘atan ] difetapkan— menjadi - Hakam - Memang ~sebaiknya’ dipilih- dari
lingkungan keluarga suami istri, sepanjang hal itu tidak mungkin, boleh ditunjuk
pihak lain. Ketidakmungkinan mengangkat Hakam dari pihak keluarga s.L'lami istri
mengingat proses arus horizontal yang terjadi dalam masyarakat sekarang.
Pendapat Ibnu Qayim al Jauziyah tentang masalah Hakam tersebut:

“Satu hal yang cukup membingungkan bila ada orang yang mengatakan
bahwa para penengah (Hakam) adalah wakil semata yang tidak berhak
menentukan sesuatu tanpa seizin orang yang mengutusnya, padahal Allah
SWT dengan tegas tc'ah memberikan wewenang mutlak. Jika sekiranya
penengah itu hanya wakil saja, tentu Allah akan berfirman, ‘Maka hendaklah
diutus wakil dari iceluarga pihak suami dan wakil dari keluarga pihak istri.’
Akan tetapi, Alla,a SW 1 tidak menyebut wakil, tetapi menyebutnya dengan
istilah Hakam (penengah yang memiliki wewenang)”. (Ghanim, 1998: 72)

Bila wewenang mercka hanya scbatas wakil, tentu mercka tidak akan
melakukan keinginan itu, karena orang yang disebut “wakil” tidak mempunyai
hak untuk menentukan, tetapi ia hanya melakukan apa yang diinginkan oleh orang
yang diwakilinya. Apabila istilah “wakil” tidak pula digunakan dengan arti

Hakam dalam Al Qur’an, tidak pula dalam bahasa agama, tidak juga dalam

penggunaan bahasa sehari-hari, baik di kalangan awam maupun ulania. dkan v‘:;i
perlu diperhatikan, llakam adalah orang yang berwenang mem;.r‘!.tu 'arf "
memberlakukan hukum, sedangkan wakil tidak memihik wcw‘cnang sama sc‘ a 1..
Sebagian ulama berpendapat, bila seorang penguasa atau wakilnya mengutus du:
orang penengah, maka kedua utusan itu tidak berhak mcner-mikan SCSt:a_t%l_‘a :;c::li IlI
hanya mengadakan penelitian untuk sekadar mcngctah%n‘ |)l|-li.tk yang, )u: /
memberi nasihat atau upaya perdamaian antara suami istri yang berselisih,
bila itu berhasil, maka harus segera dilaksanakan. . I

Menurut penjelasan pasal 76 ayal (2) Undang-undang, Nu.n 7 Tahun | .
Fungsi Hakam terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan.

i ikan

“Hakam dari masing-masing pihak berusaha mencar lshl_aulll( atau I-;():rn?ﬁg(ign
dengnn e i ‘:(‘hjk yang%‘ 11:?:;;?1 d:zzi;lll demikian
a1 kesepakat sndapat antara Keduanya. oS¢ : -
mencari kesepakazan p('.m.l,‘f?.. cmebummdinolban sehavai arbiter atau perantara
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kedua Hakam Itu ddpdl Ritd e e .
dalam mencari perbaikan” (Thalib, 1986: 95-96).

Kedha Hakam Ttutah’ yarg-bepupaya Wht(fe mierdapdtkan Ketérangar dari
kedua suami istri yang berperkara syigog 1tu. Putusan kedua Hakam tersebut
diatas dapat berupa mengusahakan perbaikan dan utuhnya kembali perkawinan
suami istri itu dan dapat pula kedua Hakam itu menyatakan sepakat untuk
putusnya ikatan perkawinan yang diurusnya itu. Apabila jalan yang ditempuh
untuk mengupayakan perdamaian tidak berhasil, maka kedua Hakam tersebut
tidak dapat memutuskan perkawinan mereka, tetapi hanya terbatas untuk
membuat laporan kepada Majelis Hakim yang menyidangkannya.

“Kedua Hakam itu apabila tidak mendapatkan kesepakatan, yang satu
mengatakan  sebaiknya diceraikan dan yang lainnya menginginkan
diteruskannya hubungan perkawinan itu, maka Hakim tidak dapat mengambil
putusan untuk menceraikan mereka atau untuk tidak menceraikan mereka.
Dan keadaan yang; demikian, Hakim dapat membubarkan kedua Hakam itu
dan menunjuk berdasarkan pertimbangannya sendiri 2 (dua) Hakam lain”.
(Thalib, 1986: 96)

Kedua Hakam apabila berhasil mendamaikan kedua suami istri itu, sangat
baiklah usahanya. Tetapi dalam hal memang lebih bermanfaat keduanya

diceraikan maka kesepakatan kedua Hakam ini disampaikan kepada Hakim yang

tadinya mengangkat kedua Hakam itu. Hakim Pengadilan Agama selanjutnya

1O

menceraikan kedua suami istri tersebut. Menghadapi problem syigoq seperti di
atas, tepat sekali pendapat seorang ahli Hukum Islam Mustofa Assiba’i dalam

kitabnya yang berjudul “Al-Mar atu Bainal Fighi Wal Qanuni hal. 100 yang
artinya sebagai berikut:

“Karena kehidupan suami istri tidak akan memperoleh ketenangan dengan
timbulnya perpecahan dan pertengkaran. Hal itu selain justru akan
mengancam timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anaknya dan
akhlak mereka serta tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang tidak
mungkin lagi dapat disatukan. Apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa
ini. besar ataupun kecil, tapi yang jelas lebih baik adalah mengakhiri
hubungan perjodohan mereka itu, barangkali (sesudah itu) Allah akan
menganugerahi masing-masing dari mereka itu pasangan baru yang dengan itu
akan diperoleh ketenangan dan ketentraman”. (dalam Imron, 1979: 26)

2.3.2 Pengangkatan Hakam

Kegiatan pengangkatan |lakam di Pengadilan Agama dalam menangani
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perkara perceraian bukanlah hal yang baru dan asing, namun selama 1ni
pengangRatan Hakai terkesan formalitas; sekedar memenuhi formalitas hukum
acara. Apabila hanya memahami apa yang tersurat dalam Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (2) yang menegaskan bahwa kedudukan hukum
pengangkatan Hakam tidak bersifat imperatif, tetapi hanya bersifat fakultatif,
maka para hakim mencukupkan cksistensi Hakam dalam proses perceraian
sekedar tormalitas.

Pakar hukum Islam memang berbeda pendapat tentang pengangkatan
Hakam ini, sebagian ada yang menetapkan bahwa pengangkatan Hakam tidak
wajib tetapi jaiz (boleh). Pendapat ini diintrodusir oleh Ibnu Rusyd dalam
kitabnya Bidayatul Maujtahid (juz 11 hal 98-99). Pendapat Ibnu Rusyd inilah yang
akhimya diikuti oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Hal ini terbaca pada
pasal 76 ayat (2) dalam kalimat “dapat” mengangkat Hakam. Pengadilan “dapat”
mengangkat Hakam apavila proses pemeriksaan saksi sudah dilakukan di
Pengadilan. Pengangkatan Hakam dengan demikian merupakan tindakan kasuistik
tergantung pada pendapat dan penilaian Hakim. (Manan, 2000: 242)

Sayid Sabiq (dalam Manan, 2000: 241) tidak mensyaratkan Hakamain itu
dari keluarga istri. Adapun perintah mengangkat Hakamain dari pihak keluarga

suami istri sebagaimana disebutkan dalam ayat 35 Surat An-Nisa’ adalah bersifat
anjuran saja, karena keluarga dipandang lebih mengetahui situasi rumah tangga
pihak yang bersehsih itu.

Pengarang Syarwani alat Tuhfah (dalam Manan, 2000: 241) mensunahkan
pengangkatan Hakam itu dari pihak keluarga suami dan istri dan yang
mvenesngkat i Hali Do angkatan it.. dilak o.aiwkan ag.bila perselisihan dan
pertengakaran suami istri sudah sangat memuncak dan mcmba'hayakan

kelangsungan kehidupan rumah tangga.
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Menurut Undang-undang Nomor /- Tahun P7650 Prdsdl 7 dy dd 1) 2 aRatts
tersebut tidak harus dari keluarga suami istri, diperbolehkan mengangkat Hakam
dari pihak tain. Penjelasan yang terdapat dalam" pasalP76ayat (2 itu' tidaklah
menjadi persoalan asalkan dalam batas-batas pengertian bahwa  rumusannya
sengaja diperluas oleh pembuat undang-undang dengan tujuan agar rumusan
dalam ayat 35 Surat An-Nisa’ dapat dikembangkan untuk menampung berbagai
problem dalam kchidupan masyarakat scpanjang dalam batas-batas acuan jiwa
dan semangat yang terkandung dalam ayat tersebut.

“Jumlah Hakam yang ideal dalam pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tidak menentukan secara rinci, hanya menyebut seorang atau
lebih dari keluarga masing-masing suami istri atau boleh juga orang lain
ditunjuk menjadi Hakam. Ketentuan ini sejalan dengan apa yang dikehendaki
oleh Surat An-Nisa’ ayat 35 yakni sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua)
orang. Meskipun sebaliknya ditunjuk beberapa Hakam, tetapi secara kasuistik
tidak menutup kemungkinan menunjuk seorang Hakam saja. Hal ini dengan
pertimbangan semakin banyak orang yang ikut campur, semakin kacau
permasalahannya dan dalam hal yang demikian lebih efektif apabila Hakam
hanya mencari upaya penyelesaian perselisihan saja, bukan untuk mengambil
keputusan dalam perkara yang sedang diadili oleh Majelis Hakim” (Manan,
2000: 241)

Pengadilan baru dapat mengangkat Hakam setelah pemeriksaan
pembuktian selesai artinya saksi-saksi dan alat bukti lain yang diajukan para pihak
sudah selesai diperiksa. Dari hasil pemeriksaan pembuktian, Pengadilan telah
mendapat gambaran tentang sifat persengketaan yang terjadi antara suami is'Ti.
Pada tahap itu barulah tiba saatnya menunjuk Hakam. Artinya setelah Hakim

terlebih dahulu mengetahui secara seksama apa dan bagalamana perselisihan serta

18

persengketaan suami stri, dan faktor yang melatarbelakangi perselisihan sudah
dapat diraba, barulah [Hakim memberi bekal kepada Hakam tentang segala sesuatu
yang ditemukan di persidangan untuk  dijadikan bahan menjajaki usaha
penyelesaian perselisihan. Yahya Harahap (dalam Manan 2000: 243)
mengemukakan:
“bahwa oleh karena pengangkatan 1akam itu bersifat insidentl sebelum
putusan akhir dijatubkan, maka tata cara yang (epat untuk itu adalah dengan

putusan sela, bukan dengan cara mengeluarkan penetapan, sedangkan bentuk
putusan akhirnya adalah putusan (vonis). Putusan dijatuhkan oleh Hakim
v A1 S S ISt

o Llaleovess

tantana unava malbeimal vanoe mereka
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SClCidll CHUCH Al dpuiall Fiahdiil viitdiip VpPey & AERRem=n J5e 7= =
laksanakan dalam upaya mercka mengakhiri sengketa. Apabila menurut para
Hakam: perselisiheny dan pertengkaran mereka sudah sangat memungcak dan
tidak-munpkin ' didamaikan-lagi dan jalan | satu-satunya bagirereka agalah
cerai. maka Hakin wajib menceraikan suami istri sesuai dengan usul para
Hakam, usulan mereka itu haruslah menjadi pertimbangan Hakim dalam
memutuskan perkara. Hakimlah yang menceraikan suami istri tersebut, bukan
para Hakam yang menceraikannya”.

2.3.3 Pengertian Syiqoq
2.3.3.1 Syiqog Merupakan Bentuk Perceraian Menurut Hukum Islam

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perkara perdata semata,
melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepa&la Allah.
Sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan
harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan
perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah
warahmah) dapat terwujud. Namun sering kali apa yang menjadi tujuan
perkawinan kandas di perjalanan, perkawinan harus putus di tengah jalan dan
perceraian menjadi satu-satunya jalan. Hukum Islam mengenal beberapa macam
bentuk perceraian salah satunya adalah syigog. Menurut arti bahasa, syigog adalah
perkelahian, perbantahan, perpecahan. Menurut istilah figh berarti: perselisthan
suami istri yang diselesaikan oleh dua orang Hakam, yaitu seorang Hakam dari
pihak suami dan seorang Hakam dari pihak istri.

“Syigog adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian
rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat  dan
pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua
belah pihak tidak dapat mengatasinya”. (Ghazaly, 2003: 241)

Rasyid Ridha dalam 7afsir Al- Manar (tt:77) menyebutkan:

“svigog adalah perselisihan antara suami dan istri, perselisihan ini mungkin
disebabkan karena istri nusyuz atau mungkin juga karena suami berbuat kejam

dan aniaya kepada istrinya”. (dalam Manan, 2000: 237)

Sayid Sabiq (dalam Manan, 2000: 237) mengkategorikan perceraian karcna
svigog i sebagai perceraian karena dharar atau membahayakan. Lebih lanjut
beliau mengemukakan:
“pbahwa Imam Malik dan Ahmad berpendapat sekiranya istri mendapat
perlakuan kasar dari suaminya, maka ta dapat mengajukan gugatan perceraian
ke hadapan Hakim agar perkawinannya diputus karena perceraian. Adapun
bentuk dharar menurut Imam Malik dan Ahmad adalah suami suka memukul,

suka mencaci, suka menyakiti badan jasmani istrinya dan memaksa istri untuk
berbuat mungkar”

Mazhab Syafi’iyah, seperti dikemukakari oleh Zakaria Al-Anshori dan Sarbini:
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“hahwa syigog itu tidak lain adalah perselisihan antara suami istri , dan
perselisihan ini sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi kemudharatan
apabild prkaiiinan tefsebutditeniskan Ay riddaeaus) 5yiqoq) )
Menurut M. Yahya Harahap (2003: 244) apa yang dikatakan .syiq:f)q telah
dirumuskan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
dikemukakan bahwa svigog adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus
antara suami istri. Jika perkataan syigog ditelusuri, dapat dirujuk dalam Al Qur’an
sebagaimana yang tercantum dalam Surat An-Nisa’ 35 yang terjemahannya

sebagai bernikut:

“Syigog menurut stilah Syar’i artinya keadaan perselisihan suami istr1 yang
dikhawatirkan akan berakibat pecahnya rumah (angga atau putusiya
perkawinan, sehingga karena itu maka diangkatlah dua orang juru pendamai
(Hakam) guna menyelesaikan perselisihan tersebut”. (Imron. AM. 1979:18)

Syiqoq menurat pendapat dari kalangan fugaha’ dalam beberapa kitab
fikih seperti Syargawi 11/ hal 373 yang artinya :
“Pengangkatan Hakam (perkara syigoq) tidak semata-mata karena gugatan

masing-masing pibak, tetapi tergantung pada adanya perselisihan yang

memuncak antara suami istri”’. (dalam Imron, 1979: 29)

Kitab Qalyuby 11l hal 306 menyebutkan: “apabila perselisihan telah memuncak
antara suami istri, yaitu selalu mencela dan memukul dan seterusnya”. Dalam
Kitab Khulashotut Tirvag hal 62 disebutkan: ‘apabila suami menolak perkara
tersebut masuk perkara svigog . (dalam Imron, 1979: 18)

Menuidat 1a@/s.c s ywai sdhkam oich Muiwmmad Au As-Shabuni, juz 1,
Hlm:464, menyebutkan bahwa arti syigog sebagai berikut: “syigog yaitu
perselisihan dan permusuhan”, sedang kata ini diambil dari kata “syigqun” yang
artinya “sisi”. Dan (perselisthan suami istri ini disebut demikian) karena adanya
permusuhan dan pertentangan. (dalam Imron, 1979: 17)

Pengertian svicog adalah seperti yang dirumuskan pada pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum [slam. Peny¢lesaian dar
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gugatan perceraian dengan dasar alasan scbagaimana tersebut pada pasal 19 huruf

() dapal terjadi dalari 2 Adua) henfuk:

| menurut Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majclis Hakim baru dapal
menjatuhkan putusan dengan menjatuhkan talak suami/tergugat setelah
mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak (dalam rangka
mendamaikan dan mengembalikan keutuhan rumah tangga) atau mendengar
keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dari suami istri itu. Dalam hal
seperti ini Majelis Hakim tidak perlu mengangkat Hakamain.

2. dengan berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
yang menyatakan bahwa Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi
tentang sifat persengketaan suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih
dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam.
Pelaksanaan penyelesaian dengan Hakam ini adalah sebagai berikut:

a setelah berusaha mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, maka
kemudian ternyata tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka
Majelis Hakim memutuskan dengan menjatuhkan talak tergugat tanpa
dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Dengan saksi-

saksi itu kemudian Majelis Hakim masih belum mempunyai gambaran

yang jelas atas persengketaan yang terjadi, atau mungkin masih ada
harapan antara suami istri itu untuk didamaikan.

b. untuk itu dengan putusan sela Majelis Hakim menetapkan dengan
mengangkal Hakamam, yang tugas pokoknya untuk mendamaikan atau
mencari jalan penyelesaian.

¢

pada sidang yang telah ditentukan, Hakam dari masing-masing pihak
diminta untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.
d. sesuai dengan sistem yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 (wawancara dengan Bpk. Shaleh, S.I1. MII Hakim PA
Jember, Kamis, 29 September 2005)

2.3.3.2 Syiqoq dalam Pandangan Perundang-undangan Nasional

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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diichiukan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.
Kemudian pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. | Tahun 1974 juga
dikemukakan' “bahwa = pérceraian harya “dapat dilakukan ~di  depan sidang
Pengadilan setelah Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk
hidup rukun dalam suztu rimah tangga. Salah satu alasan perceraian sebégaimana
tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah antara
suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan percekeokan dan tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian pasal 22 ayat (2)
disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan sebagaimana tersebut dalam
pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah itu baru dapat diterima oleli Pengadilan
apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya
itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan
suami 1stri yang mengajukan perceraian itu.

Dalam praktek Peradilan Agama, alasan perceraian sebagaimana tersebut
dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 itu tidak selalu
disebut syigog. Dikatakan syigog kalau gugatan perceraian itu dengan alasan yang
telah terjadi percekcokan yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan

kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (broken marriage)

[
(R

berakhimya perkawinin mereka dengan putusan Pengadilan. Sedangkan alasan
perceraian yang didasarkan kepada percekcokan dan pertengkaran yang tidak
mengandung unsur-unsur membahayakan dan belumn sampai kepada tingkat
darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan syigoq.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah
memantapkan bahwa  svicog  merupakan alasan cera yamg diapukan  kepada
Pengadilan Agama scbagai perkara tersendiri. Mengajukan perkaranya ke
Pengadilan Agama sejak awal sudah merupakan perkara syigog, jadi bukan
perkara laim yang kemudian disviqogkan setelah berlangsungnya pemenksaan
perkara dalam persidangan sebagaimana lazimnya yang dilaksanakan oleh para
Hakim sebelum berlaku Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tersebut. Substansial

dari syigoq ini adalal sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan
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Pemermtah No. 9 “Tahw. 1975 sepanjang mengandung unsur-unsu yang
membahayakan dan pscahnya perkawinan;

“Alasan svigoq yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) U ndang-undang No. 7
Tahun 1989 beserta pznjelasannya sudah memenuhi pengertian yang terkandung
dalam Surat An-Nisa’ ayat 35. Oleh karena itu, tata cara pemeriksaannya
disamping tunduk pada ketentuan umum hukum acara perdata, sekaliéus harus
menurut tata cara mengadili yang digariskan oleh pasal 76 Undang-undang No. 7
Tahun 1989 itu sendiri. Kelalaian mempergunakan tata cara yang telah ditentukan
itu mengakibatkan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim batal demi hukum.
Penyelesaian perkara :vigog merupakan pemeriksaan secara khusus (lex spesialis)
dan agak menyimpany dari asas-asas umum hukum acara perdata. Oleh karena
perceraian svigog ini merupakan perceraian adanya mudharat yang menimpa
pihak istri dan pecahnya tali pernikahan, maka Hakim wajib mengkonstartir benar
tidaknya peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara itu, kemudian
mengkualifisir  peristiwa tersebut dan akhimya memberikan hukumnya

(mengkonstitusinya) terhadap peristiwa yang diajukan oleh pthak itu. (Harahap,
2003: 265)

2.3.2.3 Kedudukan keluarga dan orang dekat dalam perkara Syiqoq

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa perkara syigog
diajukan sejak awal sudah merupakan perkara syigog sebagaimana telah tersebut
dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama. Oleh karena ifu petugas di meja satu meneliti dengan seksama surat gugat
yang diajukan oleh Penggugat apakah perselisihan dan pertengkaran antara kedua
belah pihak sudah mengandung unsur dharar yang membahayakan dan pecahnya
perkawinan. Kalau sudah jelas ada dharar dalam perselisihan itu maka perkara
tersebut secara langsung didaftarkan sebagai perkara syigog. Gambaran kejadian
materiil tentang adanya alasan syigog sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat ( 1)
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan :

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan cvigag  maka neel
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mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang

berasal dari keluarbaaita o vrang-orag yaiig delat dengan suamiistn!l

Kemudian pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
menyatakan :

"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran” itu dan
setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami

ISIl’l:\t;l)la- yang telah dikemukakan oleh kedua pasal tersebut diatas,
mengharuskan kepada Hakim yang memeriksa perkara syigog tersebut untuk
mendengar dan memeriksa keluarga dekat dengan suami istri yang sedang
diperiksa itu. Jika temyata keluarga yang dekat tidak ada atau Jjauh dan sulit untuk
dihadirkan ke dalam persidangan, maka Hakim dapat memerintahkan kepada para
pihak yang berpekara untuk menghadirkan siapa-siapa orang yang dekat dengan
mercka. Pemeriksaan kelvarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri
dalam perkara perceraian dengan alasan syiqoq adalah imperatif, oleh karena itu
pemeriksaan kepada meoreka wajib  dilaksanakan oleh Hakim sebelum
menjatuhkan putusan. Kelalaian atas pemeriksaan  keluarga itu merupakan
pelanggaran terhadap tata cara mengadili yang ditentukan oleh undang-undang,

oleh karenanya cacat hukum dalam pemeriksaannya dan pada tingkat banding

meminta Pengadilan Tingkat Pertama untuk melaksanakan pemeriksaan
tambahan,

Kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dalam perkara syigog adalah
saksi, bukan sebagai orang yang hanya sekedar memberikan keterangan saja atau
orang yang diminta oieh Hakim dalam rangka upaya perdamaian para pihak yang
berperkara dalam gugat cerai biasa. Oleh karena kedudukan keluarga atau orang-
orang dekat dengan suami istri itu sebagai saksi, maka Hakim harus mendudukan

mereka secara formil dan materiil sesuan dengan pasal 145 dan 146 HIR. Jadi
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sebetum mercka member keterangan di muka persidangan harus disumpah
terlebih_dahulu. Beperapa keluarga sebagai saksi_hapya berlaky dalam- perkara
perceraian ~yang didasarkan alasan perselisthan dan pertengkaran yang terus
menerus dan ada unsur dharar serta pecahnya tali perkawinan (syigog). Ketentuan
itu tidak bisa diterapkan pada scmua perkara perceraian yang diajukan karena
perselisihan dan pertengkaran, karena tidak mengandung unsur-unsur syigog dan
pecahnya tali perkawinan di antara mereka. Dalam hal terakhir ini, kepada mereka
cukup diminta keterangan saja, serta usaha perdamaian agar pihak-pihak yang
berperkara dapat rukun keinbali. (Harahap, 2003: 269) .

M. Yahya IHarahap (dalam Manan 2003 243) mengemukakan bahwa rasio
menempatkan keluarga dan orang-orang dekat untuk menjadi saksi dalam perkara
svigog tidak lain karena perceraian svigog i sangat bersifat khusus, keterlibatan
keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Pada umumnya keluarga
sangat mengharapkan agar tali pcmikahén para pihak yang berperkarz itu kembali
utuh  dalam ikatan perkuwinan, Jarang mereka yang berkeinginan untuk
menghancurkan rumah tangga keluarganya, kecuali kalau keadaan sudah benar-
benar parah. Atas pandangan dan asumsi milah, mereka sangat diharapkan untuk
menjadi saksi yang bemilai sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat yang dapat masuk mencarmpuri
urusan suami istri yang mengajukan cerai tersebut, oleh karena itulah mereka
yang dapat diharapkar oleh hukum untuk memberikan kejelasan mengenai segala

hal dan peristiwa yang terjadi dalam perselisihan dan pertengkaran suami istri

(]
N

yang mengajukan cerai itu. Sehubungan hal ini kehadiran mereka sebagai saksi
maka putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim batal demi hukum.

Oleh  karena  keluarga dan orang-orang dekal adalah saksi dalam
kedudukannya sama dengan saksi-saksi dalam perkara orang-orang dekat dengan
suami istri dilaksanakan dalam tahap pembuktian. Pemeriksaan pada mereka lebih
durahkan kepada kebenaran fornml tentang dahl gupat, entang perschisthan dan

pertengkaran yang sangat memuncak di antara mereka <erta talah  tariad:
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pecahnya perkawinan dan membahayakan kalau rumah tangga mereka diteruskan.
Kalad Sudah ftesbuky dalit g Crieiutl bt e abGinbefikhh hukumnya.
Tetapr sebelum perkara diputus, apabila dianggap periu dapat menunjuk Hakam
sebagai usaha terakhir dalam upaya perdamaian di antara mereka supaya rukun
Kembali. (Manan, 2000: 240)
2.3.4. Pihak yang dapat ditunjuk sebagai Hakam

Dalam penyelesaian proses syigog dengan prosedur pengangkatan atau
penunjukan Hakam ini adalah berasal dari firman Allah SWT dalam Al Qur’an
Surat An Nisa’ ayat 35 seperti yang telah dikutip ayatnya dibagian atas.
Kemudian, karena perintah pengangkatan Hakam di dalam Al Qur’an tersebut
ditandaskan dengan kata “min ahlihi dan min ahliha ", yang maksudnya: “Hakam
itu masing-masing dari pihak keluarga laki-laki dan dari pihak keluarga
perempuan.”

Menurut Morteza Mutahari, “Hakam dipilih dari keluarga suami dan istri.
Satu orang dari pihak keluarga suami dan satu orang dari pihak keluarga istri,
dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan,
mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan
suami istri, sehingga st.ami istri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka
masing-masing”. (dalam Harahap, 2003 : 270)

Di dalam kitab Mughnil Mukhtaj, yang tercantum dalam buku Kompilasi
Hukum Islam tentang NTCR II yang artinya:

“Para Fuqaha telah ijma’ bahwa kedua orang Hakam tersebut harus dari
keluarga suami istri, yang satu dari pihak suami dan yang lainnya adalah dari
pihak istri, Kecuaii kalau dari pihak keluarga suami istri itu tidak ada yang
sesual untuk menjadi Hakam, maka diangkat orang lain”.

20

Oleh karena itu, Ulama’ berbeda pendapat tentang apakah perintah Hakam
dari keluarga itu “wajib” atau sekedar “anjuran” atau “sunah” saja. Sayid Sabiq di
dalam Fighus Sunnah mengemukakan pendapatnya schagai berikut:

“Dan ndak disyaratkan Hakamain itu dari keluarga suami dan istri (yang
bersengketa itu), maka jika keduanya bukan dari keluarga mereka adalah
boleh, sedang perintah Hakamain dari keluarga (sebagaimana di dalam ayat 35
Surat An Nisa’) itu, adalah bersifat anjuran. Karena dari satu segi, keluarga
adalah lebih sayang dan mengetahui apa yang (sebenarnya) terjadi, dan dari
segi lain, keluarga lebih mengetahui situasinya”. (Imron, 1979: 31)

Sedangkan di dalam K.itab Mugnil Mubhtaj di tegaskan bahwa:
“Adapun hakamain dari keluarga maka (hukumnya adalah) sunat bukannya
wajib menurut ijma’ ulama”. (Imron, 1979 32)
Para ulama menyepakati wajib hukumnya mengutus dua orang penengah

bila perselisihan yang terjadi sudah kronis, padahal belum diketahui pihak mana
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yang bersalah, atau telah diidentilikasi kedua-duanya bersalah, dan sang suami
tidak sudi_menggauli istrinya depgan , baiktetapi tidak -mau menceraikarinya,
begitu pula-halnya dengan si istri. Para ulama sepakat bahwa dua penengah yang
diutus itu satu harus dari keluarga pihak suami dan satunya lagi dari keluarga
pihak istri. Bila hal itu tidak memungkinkan, maka boleh digantikan dengan orang
yang dianggap tepat, sesuai dengan kondisi yang ada. Para ulama juga sepakat
bahwa dua  penengali ity mempunyat hak  dan - wewenang  penuh untuk
memutuskan apa yang menurut mereka terbaik dan wajib ditaati suami istri yang
sedang berselisih. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan, maka putusan yang
telah diberikan kedua penengah tidak perlu dijalankan. Di dalam Surat An- Nisa’
ayat 35, Hakam terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing
salu orang dari keluarga pihak suami dan istri. Sedangkan Hakam yang
dirumuskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat
(2), boleh dari pihak keluarga suami saja atau dari pihak keluarga istri saja.
Bahkan diperbolehkan Hal-am yang terdiri dari pihak lain. (Ghanim, 1998 66)
Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan, Hakamain dari keluarga
pihak-pihak yang berszngketa, baik itu Hakam dari pihak keluarga suami maupun
Hakam dari pihak keluarga istri, hukumnya adalah sunah atau bersifat anjuran,

sedangkan penganghatan Hakamain dari luar keluarga pihak-pihak yang
berperkara adalah boleh. Artinya bahwa pengangkatan Hakam yang berasal dari
fuar keluarga yang, beisengketa ttu boleh dilakukan, apabila pengangkatan Hakam
dari keluarga yang berperi:ara tersebut tidak dapat dilakukan dengan alasan pthak
keluarga tidak sanggup dan tidak mampu untuk menjadi Hakam. Maka dalam hal
1 Penpadilan Agame e aengangkal dtau neeauaguk Foam yang herasal dari
luar Keluarga yang berperkara nusalnya pengangkatan | lakam lersc‘bul bisa
berasal dari pegawai Pengadilan Agama itu sendiri.
2.3.5 Pengertian Cerai Gugat

Salah satu schab putusnya  perkawman  adalah  melalui perceraian.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang perceraian di dalam Undang-undang
Perkawinan (pasal 39 sampat dengan pasal 41) dan fentang tata cara perceraian di
dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
(pasal 14 sampai dengan pasal 36) maka perceraian dapat digolongkan menjadi 2
(dua) macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak diatur dalam pasal 14
sampar dengan pasal 18 Peraturan Pemenmtah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 66

sampai dengan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Sedan gkan bentuk

perceraian lain yang diatur dalam undang-undang ialah bentuk cerai gugat.

RS
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PEIUR - cerar pugal diatur dalam  pasal 20 sampai dengan pasal 36
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 73 sampai dengan pasal 86
Undang-uhdarig "Nombi” 7’ Tahun 1989, Menurut K. Wantjik (1980: 40) yang
dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan olch adanya
suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan
perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan: bahwa gugatan perceraian
diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Sedangkan dalam pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan: “gugatan perceraian diajukan
oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Pengugat dengan sengaja

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat”.

D1 dalam penjelasan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dinyatakan: bahwa gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang
st yang melangsungkan perkawinan menurut agama lIslam dan oleh scorang
suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya
dan kepercayaannya itu sclam apama Islam.

Perkara cerai pugat adalah pupatan cerai yang dilakukan olch pihak istri
karena adanya alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan terjadinya perceraian,
karena pihak suami telah mempunyai hak talak schingga apabila istri yang
mengigmkan perceraian maka istri berhak mengajukan  gugatan cerai ke
Pengadilan.

“Gugatan perceraiun diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (istri), kecuali apabila
Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin
Tergugat (suami). Dalam hal ini Penggugal bertempat kediaman diluar negeri,
gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah
hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada
Pengadilan Agama di Jakarta Pusat”. (I ladikusumo, 1990: 180)

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 30 avat (1)
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tentang Hukum Acara dalam Peradilan Agama menyebutkan bahwa perceraian
yang dilakykam, |déngany pofusah Pengddilan Agaifa | adafah  Perédraian yang
berdasarkan suatu gupatan perceraian, sehingga gugat cerai dapat didefinisikan
sebagai perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu salah
satu pihak kepada Pengadilan Agama dan perceraian dengan suatu putusan
pengadilan.  Apabila pengajuan keberatan untuk tetap dilangsungkannya
pernikahan dari pihak istri dengan berbagai alasan yang terdapat pada pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia, maka istri berhak mendapatkan keadilan dirinya melalui jalan gugat
ceral kepada suaminya. sebab hak untuk menjatuhkan talak sepenuhnya dimiliki
oleh suami. Pada pelaksanaan gugatan perceraian yang memutuskan diterima
tidaknya gugatan tersebut adalah Hakim Pengadilan Agama, dengan terlebih
dahulu memperhatikan pada sebab-sebab perselisihan yang terjadi melalui orang-

orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Permohonan cerai atau cerai gugat harus disertai dengan alasan-alasan
yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal
116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. yaitlu bahwa antara suami dan istri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Apabila hal ini terjadi, maka salah satu
pthak dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Apgama.

Cerai gugat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh istri untuk
mendapatkan keadilar. atas hak yang dipunyainya sebagai seorang istri, pada saat
suaminya melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak istri. Dimana
perbuatan suami terscbut masuk dalam salah satu alasan timbulnya perceraian
(sesuai dengan yang terdapat pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasai Hukum Islam di Indonesia).
Mengenai tata cara pemeriksaan cerai gugat di dalam Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 pasal 73 aya. (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam
perkara cerai gugat, yang vertindak dan berkedudukan sebagal penggugat adalah
istri’. Pada pihak lain, suami® ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan

demikian, masing-masing suami telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya
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HICHUHHIL perceratan. Jalur suami melalur upaya cerai talak dan jalur istri melalui
upaya cerai gugat. Kalau upaya cerai gygal dihubungkan depgan tata tertib
beracara’ yang diatur datam hukuny acdra. ceral gugat benar-benar murm bersifat
“contentiosa”. Ada sengketa yakni sengketa perkawinan yang menyangkut
perkara perceraian. Ada pihak-pihak yang sama-sama berdiri sebagai subyek
perdata. Istri sebagai pihak nenggugat, dan suami sebagei pihak tergugat. Oleh
karena sifat gugatan bersifat contentiosa, serta pihak-pihak terdiri dari dua subjek
yang saling berhadapan dalam kedudukan hukum yang sama derajat, proses

pemeriksaan cerai gugat benar-benar murni bersifat “contrakdictoir”. (Harahap,
2003: 252)

BAB 111
PEMBAHASAN

3.1 Proses Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Syiqoq di
Pengadilan Agama

Berbicara men enai asas pemeriksaan cerai gugal pada prinsipnya tunduk
sepenuhnya kepada tata tertib yang diatur dalam hukum acara perdata. Namun
demikian, Khusus untuk perkara perceraian Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
ada mengatur asas tersendint dalam hal-hal tertentu. Di samping asas dan tata cara
pemertksaan perkara cerm gugat tunduk sepenubmya terhadap ketentuan hukum
acara perdata serta ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989. Adapun mengenai asas-asas yang menjadi pedoman pemeriksaan
ora. gugat sama dan pesis dengan asas umum yang berlanu dalam pemeriksaan
perkara cerai talak.

Dalam rangka tercapainya proses tata tertib beracara. maka perlu
diperhatikan tahapan-tahapan proses beracara pemeriksaan cerai gugat. Proses
pengajuan gugatan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Surat gugatan

vang akan diajukan hzrus ditanda tangani oleh penceneat atan knaga hiknmnya
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Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30
(tiga pulnh)fhacseteld iditérimanya Pefkas dtalh sGrdi gupatap percerdiah) Hal ini
ditentukan dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Pembatasan pemeriksaan perkara selambat-lambatnya 30 hari, disarnping untuk
memenuhi tuntutan asas yang ditentukan pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan, juga ditinjau dari segi urgensi perkara
perceraian sangat membutuhkan penyelesaian yang segera. Dalam menetapkan
waktu mengadakan scdang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan

tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh Penggugat

maupun Tergugat atau kuasa mereka. (Harahap, 2003: 239 )

3l

Mengenai gugatan perceraian dalam putusan Nomor:
1355/Pdt.G/2004/PA.Jr yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan Agama
setelah memeriksa isi gugatan dan setelah memenuhi alasan perceraian yang
didasarkan pada svigog. Pengadilan Agama melakukan pemanggilan terhadap
Penggugat dan Tergugat untuk datang dan menghadap di muka sidang. Majelis
Hakim menyuruh juru sita untuk memanggil secara resmi dan patut (sah) para
pihak yang berperkara untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan
atau ditetapkan dengan menyerahkan salinan surat gugatan. Panggilan dianggap
resmi bilamana berupa risalah tertulis dan dikirim secara langsung ditempat
tinggal dan diterima oleh yang bersangkutan. Panggilan harus patut, yakni
panggilan harus memenuhi waktu yang patut, panggilan harus dilakukan oleh juru
sita antara hari pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari
sebelum hari sidang. Panggilan disampaikan pada pribadi yang bersangkutan,
apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan tersebut harus
disampaikan kepada kepala desa/ lurah yang wajib meneruskannnya kepada yang
bersangkutan. (Muhammad, 2000: 79)
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Setelah tahapan sebelum pemeriksaan di persidangan selesai, tahapan
selanjutnya. adalah, pemeriksaan dimuka sidang, Pada pemeriksaan un Hakim
wajib mendamaikan para pihak yang bersengketa pada permulaan sidang sebelum
pemeriksaan pokok perkara. Usaha mendamaikan diusahakan selama proses
pemeriksaan berlangsung. bahkan sebelum perkara diputus Majelis Hakim dapat
melakukan upaya perdamaian. Hal ini ditegaskan dalam pasal 82 ayat (4) Undang-
undang Nomor 7 Tehun 1989. dalam perkara perceraian usaha mendamaikan
dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan perkara pada setiap tingkatan
peradilan. Oleh karenanya para pihak wajib hadir dalam upaya perdamaian ini,
kecuali para pihak yang berperkara berkediaman di luar negeri, maka pihak
penggugat wajib hadir secara pribadi pada saat sidang perdamaiaan tersebut. Hal
ini sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang
menyatakan :

Ayat 1: Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua
belah pihak.
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Ayat 2: Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan
pada setiap sidang pemeriksaan.

Upaya perdamaian ini penting supaya perceraian dapat dihindari. Apabila
diketahui dalam suatu perkara syigog diantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat
didamaikan meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya
serta sangat mengharapkan kerukunan kembali dalam rumah tangganya.
Sementara Penggugat menyatakan perkawinannya itu sudah tidak bisa dilanjutkan
lagi oleh karena alasan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada si
Penggugat, karena Tergugat termasuk orang yang malas mencari pekerjaan,
Tergugat juga sering pulang ke rumah orang tuanya sendiri, tergugat sering
berbeda prinsip dengan penggugat namun tergugat tidak mau menyelesaikan
secara musyawarah. Apabila Majelis Hakim berhasil untuk mendamaikan, maka
pthak Penggugat mencabut gugatannya dan dibuatkan akta perdamaian.
Perdamaian tidak boleh diwakilkan pada kuasa, kecuali apabila salah satu pihak
berkediaman di luar negeri dan tidak datang menghadiri persidangan secara

pribadi, para pihak tersebut dapat diwakili kuasa yang secara khusus dikuasakan
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untuk 1tu. Apabila usaha mendamaikan’ tersebut tidak berhasil maka dilanjutkan
dengan tahapan selanjutnya (Harahap, 2003: 240) '

Sefelah gugatan dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,
widha - Tergugat dibcri kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Jawaban
tersebut dapat disampaikan secara lisan bagi mereka yang tidak dapat membaca
dan menulis. Sebelurn memberikan jawaban, terlebih dahulu Tergugat harus
meneliti dan memahami semua isi daripada gugatan, dan apabila sudah paham
baru membuat jawabannya dimana bentuk jawaban sama dengan bentuk surat
gugatan. Setiap poin dalam gugatan harus di jawab dengan jelas dan tegas satu
persatu, disertai alasan serta dalil-dalilnya, manakala Tergugat membantah isi
gugatan tersebut. Yang pada akhirnya Tergugat harus menyampaikan apa yang
dikehendaki oleh Tergugat dalam jawabannya (pada petitum Jawaban).

Dalam tahapan jawaban ini ada beberapa kemungkinan dari Tergugat

antara lain: mengajukan eksepsi, mengakui bulat-bulat seluruh dalil-dalil gugatan

Penggugat, membantah dan rekopensi. (Muhammad, 2000: 97) Berdasarkan fakta
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bahwa ‘T'ergugat dimuka persidangan mengakui dengan bulat dan terang semua
dalil-dalil Penggugat ¢kan tetapi Tergugat keberatan cerai dari Penggugat. Setelah
Penggugat menyampaikan jawabannya, kemudian Penggugat diberi kesempatan
untuk - menanggapinya  sesuai dengan pendapatnya.  Kemudian Pengpeugat
menyampaikan repliknya, dan Tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan
tanggapan atas replik Penggugat tersebut.

Setelah tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat selesai,
maka tahap sclanjutnya adalah tahap pemeriksaan alat bukti. Banyak usaha yang
ditempuh untuk meyakinkan Hakim itu tetapi belum tentu semua itu mampu
meyakinkannya. Karena itulah usaha tersebut perlu diatur supaya para pencari
keadilan dapat mempergunakannya disamping agar Hakim tidak sembarangan
dalam cara menyusun keyakinannya. Karena dalam hukum acara perdata, alat
bukti itu ditentukan, 'diatur cara pihak mempergunakannya, diatur cara Hakim
menilainya dan baru dianggap terbukti kalau hakim yakin. Untuk membuktikan

itu para pihaklah vane aktif bermsaha mencarinua meanahadirban La nareidanaan
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Oleh karena itu, para pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan
disertai bukfi-uki| mentrit bukin{_mengenal |pefistiva lawah hubungan ‘hukum
yang telah terjadi. (Muhammad, 2000: 115)

Pada perkara Nomor: 1355/Pdt.G/2004/PA.Jr, pihak Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa foto copy kutipan akta nikah yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Nomor:
696/44/X/2002 tertanggal 17 Oktober 2002 yang telah dinazegelent dengan
materai cukup cocok dengan aslinya ditandai (P.1). Penggugat dan Tergugat juga
mengajukan saksi yang bernama Zainullah dan Eli yang telah diperiksa di muka
persidangan. Berdasarkan keterangan saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat
untuk berusaha meru$unkun kedua belah pihak, akan tetapi dalam laporannya
menyatakan pada pokoknya saksi tersebut sudah berusaha merukunkannya tetapi
tidak berhasil.

Di dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 menyatakan

: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigoq, maka untuk
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mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”.

Pada prinsipnya ketentuan ini sama dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apa yang digariskan dalam pasal ini, mengatur
salah satu aspek tata cara mengadili perkara perceraian yang dasarkan atas alasan
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Oleh karena itu ketentuan yang
diatur di dalamnya dengan sendirinya menjadi salah satu bagian dari tata cara
mengadili yang harus dilaksanakan Hakim. Kelalaian (negligent) menerapkannya,
mengakibatkan  pemeriksaan  belum  memenuhi  syarat  pemeriksaan yang
ditentukan  undang-undang. Pemeriksaan dan  putusan yang dijatuhkan atas
kelalaian tersebut dianggap batal demi hukum. Atau sekurang-kurangnya, harus
lagi diadakan pemeriksaan “fambahan” guna menyempurnakan kelalaian yang
terjadi. (Harahap, 200Z2: 266)

Majelis Hakim harus memeriksa keluarga dekat atau orang-orang yang
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dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Hakim meminta kepada para pihak, siapa
keluarga dekat merekacJika ternyata keluargadekat tidak-ada-atau Jaush, ddn sulit
untuk menghadirkan, Hakim dapat meminta siapa-siapa orang yang dekat dengan
Penggugat dan Tergugat. Setelah Hakim memiliki daftar siapa keluarga atau orang
yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Hakim memerintahkan kepada para
pihak untuk menghadirkan mereka dalam sidang. Menurut pengamatan banyak
pihak keluarga apalagi orang lain yang tidak mau terlibat dengan pemeriksaan
perkara perceraian. Sulit vntuk menghadirkan mereka secara sukarela. Apa daya
Hakim memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 terhadap
keluarga atau orang dekat yang tidak mau memenuhi permintaan pihak yang
berperkara secara sukarela.

Apalagi jika diperhatikan ketentuan pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun
1989 tersebut adalah bersifat imperatif. Dalam pasal tersebut terdapat perkataan
“harus” yakni “harus” didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dan k=luarga
atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Berarti

pemeriksaan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat

“wajib” atau “mesti” diperiksa lebih dahulu sebelum Hakim menjatuhkan putusan.
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Oleh karena sifat pemeriksaannya imperatif, bila dilalaikan mengakibatkan
pemeriksaan dan putusan batal demi hukum. Karena telah dilalaikan tata cara
memertksa dan menzadili perkara yang  ditentukan undang-undang. Dengan
demikian semakin kuzt alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kehadiran pihak
keluarga atau orang dekat secara resmi. Kewenangan Hakim menghadirkan
mereka untuk diperiksa sebagai saksi dalam perceraian atas dasar alasan syigoy
adalah ex officio. Tidak perlu atas permintaan para pihak. Jika mereka tidak mau
hadir dengan sukarela. Hakim menanyakan alamat tempat kediaman mereka
kepada  pihak-pihak  yang  berperkara. Berdasar  alamat  tersebut | akim
memerintahkan juru s ta untuk memanggil secara resmi. (1 larahap, 2003 : 260).
Dari uraian diatas sudah jelas diketahui pemeriksaan keluarga atau orang-
orang yang dekat kepada Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian atas
dasar alasan syigog adalah “imperatif”. Oleh karena itu pemeriksaan terhadap
mereka merupakan syarat sahnya pemeriksaan. Kelalaian atas pelaksanaannya

dianggap merupakan pelanggaran terhadap tata cara mengadili yang ditentukan

Alals cianilicaice coac Al
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Setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat dan mendengar
keterangan’ saksi‘saksi ‘dari-keluarga’ dan orang ‘yang dianggap dekat dengan
Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tidak cinta
lagi sedangkan Tergugat menyatakan tetap cinta dan tidak mau bercerai dari
Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian ini
menjadi syigoq lalu menetapkan putusan sela.

Pengadilan Agama baru dapat mengangkat Hakam setelah pemeriksaan
pembuktian selesai. Siksi-saksi dan alat bukti lain yang diajukan para pihak sudah
selesai diperiksa. Dani hasil pemeriksaan pembuktian, pengadilan telah mendapat
gambaran tentang sifa: persengketaan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
Pada tahap itu baru tiba saatnya Majelis Hakim menunjuk Hakam. Tata cara yang
seperti ini mungkin ada rasionya. Pengadilan atau Hakim harus terlebih dahulu
mengetahui secara sei<sama apa dan bagaimana perselisihan serta persengketaan
Penggugal dan Tergugat, dan faktor yang melatar belakangi perselisihan sudah

pula dapat diraba, barulah Hakim memberi bekal kepada Hakam tentang segala
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sesuatu yang ditemukan dipersidangan untuk dijadikan sebagai bahan menjajaki
usaha penyelesaian perselisihan. (wawancara dengan Bapak Shaleh, S.H., Hakim
Pengadilan Agama Jember, Senin, 03 Oktober 2005)

Hakam diangkat oleh Hakim di hadapan persidangan dengan putusan scla.
Dalam putusannya tersebut Hakim menetapkan juga tugas dan kewajiban Hakam.
Sclanjutnya persidangzan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Hakam
melaksanakan tugasnya. Untuk mengetahui dan memahami dengan mendalam
permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat yang bersengketa itu,
Hakam mengadakan penelitian secara langsung berkonsultasi dengan para pihak
(ikhtila') serta keluarga mereka apabila dianggap perlu. Hakam tidak akan bisa
memberikan saran dan nasihat kepada para pihak yang logis dan rasional yang
mengarah pada perdamaian, apabila tidak memahami persoalan yang menjadi
sumber sengketa sebaik-baiknya. Demikian juga Hakam tidak akan bisa
mengambil kesimpulah cara penyelesaian perselisihan yang terbaik apabila pihak
yang bersangkutan tidak bersikap informatif kepada Hakam. Untuk itu diperlukan

tehnik pendekatan personal yang simpatik, penuh rasa kekeluargaan. dan dari hati
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ke hati. Sehingga para pihak menaruh kepercayaan kepada Hakam dan bersedia
menyampiikan | {segala) problemal t rumah tangga Cyang | dihadapi” | Sehifigga
pendekatan yang formalitas dan kaku harus dihindari. (Wawancara dengan Bapak
Solikhan, S.H., Paninud Hukum Pengadilan Agama Jember, Selasa, 11 Oktober
2005)

Ada dua macem Hakam dalam penyelesaian perkara perceraian dengan
alasan syigogq yaitu Hakam yang berasal dari pihak keluarga suami dan istri
dengan sebutan Hakam min ahlihi wa min ahliha dan Hakam yang berasal dari
luar keluarga yang berperkara dengan sebutan Hakam min jihatil hakim. Kedua
Hakam tersebut diangkat oleh Majelis Hakim yang menangani perkara kedua
belah pihak yang bersengketa. Selama tujuan penunjukan Hakam bertindak untuk
mendamaikan, sama sekali tidak bertentangan dengan makna dan Jjiwa Surat An
Nisa’ ayat 35 tersebut tanpa mempersoalkan siapa yang ditunjuk atau ditetapkan
menjadi Hakam. Meraang sebaiknya Hakam dipilih dari lingkungan keluarga

suami istri, sepanjang hal itu tidak mungkin, boleh ditunjuk pihak lain. Artinya

bahwa pengangkatan Hakam yang berasal dari luar keluarga yang bersengketa itu
boleh dilakukan, apabila pengangkatan hakam dari pihak keluarga yang
berperkara tersebut tidak dapat dilakukan dengan alas an pihak keluarga tidak
sanggup dan tidak mampu untuk menjadi Hakam. Maka dalam hal ini Pengadilan
Agama dapat mengangkat atau menunjuk Hakam yang berasal dari luar keluarga
yang berperkara misalnya pengangkatan Hakam tersebut bisa berasal dari pegawai
Pengadilan Agama itu sendiri.
Dalam  perkara Nomor: 1355/Pdt.G/2004/PAJr.,  Majelis  Hakim

mengangkat Hakam min jihatil hakim, masing-masing;

I. H.M Halil, S.H., sebagai Hakam Penggugat;

2. Drs. Muahanu.ad soushan, sebagar Hakam ergugar, )
Majelis Hakim memerintahkan kepada hakamain tersebut untuk berusaha sebisa
mungkin mendamaikan kembali agar suamin istri kembali hidup rukun dan
selanjutnya melaporkan hasil usaha tersebut. Dalam laporannya kedua Hakam
menyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada

gueatannva dan terimoat moenvameaibae Laaioe 1
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keberatan cerai dari penggugat dan setelah setelah Hakamain tersebut melaporkan
hasil islahnyd Vang termdai dalam Yetta/ acara persidangan’Berdasarkan fakia-
fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa tidak ada harapan untuk
rukun lagi, sehingga dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi unsur-
unsur perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
[slam

Setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk
menghindari terjadinya perceraian tidak berhasil oleh karena keduanya sama-sama
memegang prinsip mereka masing-masing sehingga kalaupun perkawinan itu
tetap dilanjutkan maka justru akan membahayakan perkawinan itu sendiri, maka

Jalan keluar untuk menghindari itu Pengadilan Agama memberikan keputusan
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untuk menceraikan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang-undang }\lomor 7
Tahun 1989 yang menyatakan :
“Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin
lagi  didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan
menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan”.
Pengadilan Agama telah berusaha menghindari  perceraian, akan tetapi
berdasarkan pertimbangan lebih Jauh Pengadilan Agama mengambil sikap yang
memang dipandang untuk membahagiakan kedua belah pihak.

Pengadilan Agama mempertimbangkan lebih lanjut bahwa memang di
antara kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan lagi walaupun telah
diupayakan perdamaian dan adanya pengangkatan Hakam dan setelah adanya
upaya Kesaksian keliarga, maka Pengadilan Agama setelah meneliti dengan
seksama dan adil menimbang bahwa pengakuan istri (penggugat) dan tidak
mempermainkan suami, maka suami dapat dinasehatkan pengadilan untuk
memberikan talak kepada istrinya. Ini dapat dilaksanakan atas petimbangan pada
pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:
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“Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan
temmyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkuitan tidak
mungkil Clagi) highdy= okt | 'daldmy’ runtaih tangga, - Pengadilan’ ' Agama

menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan
talak™.

Pertimbangan pada pasal ini maka Pengadilan Agama dapat menceraikan
kedua belah pihak karena dikhawatirkan kedua belah pihak tidak bisa
mewujudkan tujuan perkawinan yang sebenarnya untuk menciptakan kehidupan
rumah tangga yang abadi dan kekal penuh cinta dan kasih sayang. Putusan
mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian
dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat
pendaftarannya pada claftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat,
kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak Jatuhnya putusan
Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
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3.2 Persyaratan dan Peranan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Cerai
Gugat di Pengadilan Agama.
3.2.1 Syarat-syarat untuk dapat menjadi Hakam.

Dilihat dari segi pendekatan Hukum Islam maupun dari segl pendekatan
hukum acara perdata, penpusulan Hakam dapat datang dari pihak-pihak yang
berperkara. Para pihak bebas mengusulkan siapa yang mereka inginkan menjadi
Hakam dari pihaknya dan apa yang mereka usulkan tidak mengikat Hakim. Oleh
karena usul penunjukan Hakam yang disampaikan para pihak tidak mutlak
mengikat, sebaiknya Hakim menganjurkan kepada para pthak untuk mengusulkan
beberapa orang serta dalam pengusulan itu dilengkapi dengan biodata masing-
masing calon.

Dengan keterangan biodata itulah Hakim dapat meneliti satu persatu siapa
yang paling tepat diangkat menjadi Hakam sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan oleh Hukuin Islam, yakni :

I. orang tersebut cakap dan jujur;

[§°)

memiliki kapasitas sebagai juru damai;

orang yang arif dan berwibawa;

i

disegani oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan dapat dipercaya.
(Harahap, 2003 :274)
Ada baiknya, Hakim menyuruh datang dan bertemu muka dengan orang-

orane vang diusulkar para nihak sebelum menornokat moreka menjadi Hakam.
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Hal itu ada manfaatnya untuk mendapat kesan kepada Hakim apakah oraﬁg—orang
yang diusulkan {park pihak-memarig tepat |diangkat mienjadi Hakam. | Sekiranya
Hakim berpendapat o-ang-orang yang diusulkan para pthak kurang tepat, Hakim
dapat mengangkat or:ing lain yang berasal dari luar keluarga yang berperkara
untuk menjadi Hakam. Namun sebaiknya Hakim menanyakan pendapat para
pihak, agar tidak terjadi hambatan psikologis antara Hakam dengan para pihak
dalam melaksanakan pendekatan penyelesaian perselisihan.

Ibnu Rusydi memberikan ketentuan tentang syarat-syarat Hakam

sebagaimana dikutip cieh penyusun Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“Bagi kedua orang Hakam itu disyaratkan kedua-duanya harus orang yang
berakal, baligh, adil dan muslim. Kedua orang Hakam itu tidak disyaratkan
harus dari keluarga pihak suami istri. Dan perintah yang ada dalam ayat itu
adalah perintah sunnah. Karena memang Hakam dari pihak keluarga dari satu
segi lebih kasih sayang dan Iebih tahu atas segala apa yang terjadi dari segi
lain lebih mengetahui keadaannya”. (Noeh, 1980: 46)

Di dalam Tafsir Al Qurthubi disebutkan demikian:
“Dan hakamain adalah terdiri dari orang-orang yang adil, dan bagus
pandangannya”. (Imron, 1979: 31)

Selanjutnya Sayyid Sabiq dlam kitab Fighus Sunnah juga berpendapat:

“Bahwa kedua orang hakam itu disyaratkan harus yang merdeka, adil dan

mienguasi permaa alaliwaya tanpa hasus meacasi-cari. wan menurut pendapat
vang kedua, kedua orang hakam itu disyaratkan orang laki-laki. Dan adanya
hakam dari pihak keluarga suami istri lebih utama dan bukan wajib”. (Noeh,
1980: 47)
Hamka (1984: 59) mengutip pendapat Ibnu Abbas di dalam menafsirkan surat An
Nisa’ ayat 35 memberikan persyaratan bagi hakam berpendapat:
“Itu sebabnya maka Sayidina Abdullah (Ibnu Abbas) di dalam menafsirkan ini
memberi persyaratan hendaklah kedua Hakam itu orang yang shalih. Sebab

orang yang shalih itu niscaya jujur dalam mencari kebenaran”.

Di dalam hal ini tidak semua orang dapat diangkat menjadi Hakam.
Seperti yang disebutkan diatas bahwa untuk menjadi Hakam itu harus memenuhi
syarat-syarat antara la n:

1. berlaku adil dizntara pihak yang berperkara;

2. dengan ikhlas berusaha untuk mengadakan perdamaian antara kedna <nami
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istri yang berperkara itu;
kedna Hakam itw/ disegani-oleh Kedua pihak \siarhi-darn st
4. hendaklah Hakam tidak berpihak kepada salah satu pihak. (wawancara
dengan Bapak Sholichan, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama
Jember, Kamis, 8 Desember 2005)
Dari beberapa pendapat tersebut di atas, syarat-syarat Hakam bisa
dirumuskan sebagai berikut: berakal sehat, baligh, adil, muslim, merdeka,

menguasai permasalahan, berpandangan bagus, sholeh.
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Beberapa persyaratan tersebut memang layak harus ada pada diri seorang
Hakam mengingat tugasnya untuk mendamaikan suami istri yang mengalami
keretakan rumah tangpa, Hakam tidak bisa memberikan saran dan nasihat yang
masuk akal dan bisa diterima apabila Hakam itu masih dibawah umur, tidak calap
bertindak atau berada dibawah pengampuan. Nasihat bagi pihak yang bersengketa
itu akan terasa tidak mudah diikuti apabila diberikan oleh orang yang tidak
menguasai permasalahan suami istri. Dalam hal ini Hakam haruslah mempunyai
pengetahuan yang memadai di bidang hukum munakahat.

Syarat muslim dan berperilaku sholeh diperlukan agar Hakam mempunyai
wawasan vertikal dan horizontal, yaitu tugas yang dijalankan harus bisa
dipertanggung jawabkan secara moral kepada Allah SW'T dan bisa menimbulkan
rasa damai bagi suami istri. Hakam harus berpandangan bagus, ini berarti saran
dan nasihat yang diberikan harus lIebih mengarah pada perdamaian suami istri
sehingga bisa rukun kembali dalam rumah tangga, dan berusaha menghindari
jalan penyelesaian dengan perceraian apabila tidak menemui jalan buntu. Adil
merupakan syarat yang harus ada pada scorang Iakam, scbab apabila Hakam
bersikap apriori dan berpihak, maka tidak mungkin nasthatnya bisa diterima oleh
pihak lain yang merasa diperlakukan tidak adil. '

Status merdeka sudah selayaknya ada pada Hakam, karena Hakam tidak
akan bisa bebas bertindak dalam mengupayakan perdamaian suami istri apabila
Hakam sendiri berada di bawah tekanan, paksaan dan ancaman pihak lain. Hakam
bebas untuk memilih car: yang terbaik menurut pendapatnya dalam mencarikan
upaya penyelesaian peruelisihan suami istri. Persyaratan Hakam tersebut
dirumuskan sedemikiar r pa idealnya untuk membangkitkan wibawanya sehingga

suami istri yang bersengketa tidak bersikap skenstis terhadan nnava damai vana
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dilaksanakannya. (Nogh, 1980: 49)

3.2.2 Peranan Hakain n |
Lembaga Hakam :aat ini telah menjadi bagian hukum positif di Indonesia

sebagai salah satu bagian dari hukum acara. Diangkatnya lembaga Hakam

meniadi bagian hukvm positif tentunya telah me'alui per~kiran yang mendalam

dengan Kata lain bahwa pengangkatan Hakam adalah Sangat penting dan sangat
diperlukan dalam menangani perceraian untuk menekan angka perceraian, sebab
perceraian merupakar perbuatan yang halal tetapi sangat dimurkai Allah.

Sebagar  upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yvang  berselisily
diangkatlah Hakam. Hakam menurut penjelasan pasal 76 Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 adalah orang yang ditetapkan Pengadilan Agama dari pihak suamj
dan pihak istri atau pihak Tain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan
terhadap syiqog. Dalam hal pengangkatan Hakam itu berdasarkan kesepakatan inj
diatur cara penyelesaian kalau terdapat kekhawatiran terjadi syigog antara suami
istri yaitu dengan Jalan masing-masing pihak mengajukan seorang Hakam, yakni
Seorang Hakam dari pihak istri dan seorang Hakam dari pihak suami. Kedua
Hakam ini disebut Hakamein. Hakam dari masing-masing pihak berusaha mencari
ishlah atau  perbaikan dengan  memperhatikan kepentingan  pihak yang
menunjuknya, kemudian mencari kesepakatan pendapat antara ked uanya.

Jadi dengan demikian kedua Hakam itu dapat kita bandingkan sebagai
perantara dalam mencari perbaikan. Kedua Hakam itulah yang berhubungan,
menanyai dan mendapatkan keterangan dari suami istri yang berpekara.. Putusan
kedua Hakam tersebut berupa perdamaian dan utuhnya kembali perkawinan suami
istri. Dalam peranannya sebagai juru damai, maka fungsi Hakam disini hanyalah
sebatas mendamaikan para pihak dan hanya menjadi saksi untuk memberikan
Keterangan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Pengadilan Agama dalam
Mmemutus suatu perkzra sviqoq. Pengangkatan Hakam adalah wajib, karena
sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara $Viqog, yang mana harus ada
keterlibatan dari pihak-pihak yang berperkara. (wawancara dengan Bapak Sholeh,
S.H., Hakim Pengadilan Agama Jember. Senin 10 Nacambns ~ane:
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Hakam terhadap kasus $Yiqoq ini bertugas menyelidiki dan mencari
hakikat permasalahannya, sebali-musabab Wimbu Inya/persengketaan ‘dari berusaha
sebisa mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali hidup
bersama dengan sebaik -baiknya, kemudian jika jalan itu tidak mungkin ditempuh,
maka kedua Hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian
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atas dasar prakarsa Hakam i, maka | lakim dengan keputusannya menctapkan
perceraiaan tersebut (Ghazaly, 2003 : 242-243)

Penjelasan pasal 76 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas Hakam adalah
untuk mencari upaya enyelesaian perselisihan terhadap Svigog. Rumusan dalam
penjelasan pasal tersebut secara harfiah Memang sangal scderhana, tetapi apabila
dikembangkan maka dapat dikatakan bahwa upaya mencari penyelesaian syigog
tidaklah sederhana sebagaimana selama ini telah dilakukan oleh para 11akam yang
diangkat oleh Hakim Pengadilan Agama, karena perselisihan yang membawa
kepada syiqog menyangkut banyak hal yang kompleks sifatnya meliputi berbagai
aspek dan menyangkut beberapa pihak misalnya anak-anak, orang tua, sanak
saudara dan sebagainya (llyas, 1999: 35)

Hakam (arbitrator) yang dipilih dari masing-masing pihak baik dari pihak
suami ataupun dari pihak istri, dikarenakan para perantara itu akan lebih
mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri, sehingga hal ini lebih mudah
untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar. Dalam pasal 76 ayat (2)
Undang-undang Nomor 7 Tahun [989 Mahkamah Agung RI cenderung
berpendapat bahwa peranan Hakam disini adalah sebagai wakil suami istri yang
diharapkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak mempunyai
wewenang untuk menceraikan suami istri tersebut sama sekali (Manan, 2000-
242), schingga peraran Hakam yang diatur dalam pasal 76 ayat (2) lebih
menitikberatkan kewajiban daripada kewenangan. Hakam wajib mencari upaya
penyelesaiaan yang ada, tetapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan
sendiri perselisihan suami istri.

Maka dengan jalan memfungsikan Hakam sebagai tenaga mediasi ini akan
tercapailah peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sebab mediasi oleh

Hakam di luar jadwal sidang Pengadilan Agama  Mediator (Habamy o
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mengadakan kesepaka‘an dengan suami istri tentang waktu dan tempat pertemuan
mereka sesuaidengin [Keadaam) meika 0ldh sebabtitu ‘perdainaiaafidan upaya
penyelesaian syigog capat diselesaikan lebih cepat dan lebih berhasil. Hakam
sebagai tenaga peridamai lebih banyak mendapat kesempatan untuk

menyampaikan nasehat-nasehat pada waktu yang tepat. Ini berarti pula telah
menyerahkan urusan kepada ahlinya (Ilyas, 1999: 86)

Adanya dua penengah (Hakam) bertujuan untuk menghilangkan tindakan
penganiayaan, menycelesaikan persclisihan, mencegah permusuhan, membuat Jera
bagi yang berlaku zalim, menyelesaikan pertengkaran, serta amar ma’ruf nahi
munkar. Tujuan diutusnya dua penengah, tidak lain untuk berupaya mencari latar
belakang perselisihan dan pertengkaran sebelum meluas dan bertambah berat,
hingga dapat mendamaikan dan mendekatkan perbedaan paham dan keinginan
sebisa mungkin agar suami istri dapat menyatu kembali. Dua orang penengah
(Hakam) adalah pembawa misi agung dan bertujuan sangat mulia, pembawa
pesan-pesan kemuliazn yang terhomat untuk kedamaian sebuah rumah tangga,
dan ia termasuk kebajikan yang amat tinggi nilainya. Para penengah wajib
berupaya sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk mendamaikan dan
mempersatukan kembali pasangan suami istri. (Ghanim, 1998 : 68-69)

Jadi dapat ditekankan lagi bahwa peranan Hakam dalam perkara syigog ini
hanya sebatas mendamaikan antara suami istri yang bersengketa. Hakam di sini
harus berusaha sebisa mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami istri
kembali hidup bersama, sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai yaitu untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, mawadah wa rahmah Hakam dari masing- -masing pihak berusaha
mencari islah atau perbaikan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang
menunjuknya. Kemudian kedua Hakam tersebut mencari kesepakatan pendapat
antara keduanya. Sehingga dengan demikian kedua Hakam itu dapat kita
perbandingkan sebaga artiter atau perantara dalam mencari perbaikan. Hakamain
dengan sekuat tenaga harus berusaha mencari jalan keluar untuk memulihkan
situasi damai kembali rumah tangga yang sedang dalam kegoncangan itu dengan
mengadakan pendekatan secara langsung (ikhtila’) dengan masing-masing pihak

yang berperkara sertzs menaliti faltar falbme o1 1
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pemecahannya demi keutuhan rumah tangga itu. Hakamain inilah yang secara

intensif akarl mebgupayakan perdarnatan)antara kedua' belak pihiak” (Suami istri)

>mng hasilnyz kemudi.n Ciouipaikan kepada Majlis Haki,

Upaya perdamaian dalam perkara perceraian dengan alasan syigog di
Pengadilan Agama selain menfungsikan Hakam sebagai inru damai dapat pula
dilakukan dengan mengoptimalkan lembaga yang, sclama i telah ada, yakni 1314
(Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian). Maka dalam hal ini
adalah sangat tepat apa yang disyaratkan pada pasal 31 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor ‘)"I‘ahun 1975 beserta penjelasannya, bahwa selama perkara
belum diputus usaha perdamaian para pihak dapat dilakukan pada setiap sidang
pemeriksaan dan Hakim dapat meminta bantuan kepada pihak lain atau lembaga
lain yang dipandang perlu.

BBP4 adalah badan semi resmi yang dibentuk Pemerintah dalam hal ini
Departemen Agama ying secara struktural ada di tiap-tiap daerah kabupaten. BP4
sekarang ini juga telah melengkapi dirinya dengan tenaga-tenaga ahli konseling
termasuk psikiater/ psikolog. BP4 sendiri bertujuan mempertinggi mutu
perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera dan
kekal menurut ajaran islam.

Cara yang ditempuh melalui lembaga BP4 misalnya ketika perkara sudal
diterima oleh majelis, maka para pihak diperintah untuk hadir pada sidang
Pengadilan Agama. Dalam sidang pertama tersebut tetap dilakukar upaya
perdamaian sebagaim:na biasanya, namun karena waktunya sangat terbatas maka
bila perdamaian peda sidang pertama tersebut tidak berhasil, majelis
memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk datang ke BP4 dimaksud sebagai
mediator terhadap perkara tersebut dengan tenggang waktu disesuaikan dengan
bobot persoalan yang ada. Apabila upaya damai berhasil, maka perkara tersebut
dicabut dan bila tidak berhasil, maka sebagai bukti upaya mediasi telah dilakukan
oleh mediator (BP4), diperlukan surat pengantar dari BP4 menge:ai
ketidakberhasilan upaya damai tersebut dan sidang dilanjutkan oleh majelis

dengan tetap terbuka kemungkinan untuk berdamai pada sidang-sidang berikutnya
(Arafah 2004- AT\
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3.3 Faktor Penghambat dan Pendukung Hakam  dalam Menjalankan
Peranannya terhadap Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Syiqoq

Fungsi Hakam sebagai Juru  damai mempunyai kewajiban untuk
mendamaikan  suami st yang bersengketa  dengan berupaya  mencarikan
penyelesaian yang bisa diterima dan disepakati oleh suami istri tersebut. Sebelum
upaya perdamaian dilakukan Hakam mengadakan penelitian terhadap kasus
mereka dan kemudian diadakan pengkajian dengan mendalam. Berdasarkan
pengalaman praktek kzrja di Pengadilan Agama dalam menangani dan memproses
kasus syigog ini, menunjukkan bahwa jika Hakamain ditunjuk dan diangkat dari
keluarga masing-masing pihak yang bersengketa, atau Hakamain dari luar
keluarga pihak-pihak yang bersengketa, tetapi atas tunjukan dan pilihan pihak-
pihak itu sendiri, maka Hakam disini akan mengalami hambatan-hambatan yang
selalu  menyebabkan kegagalan dalam menjalankan peranan mereka yang
sebenarya.

Segi-segi hambatan atau kelemahan ity antara lain dapat dituturkan
sebagai berikut:

1. tidak diperoleh adanya kesepakatan antara Hakam dari pihak istri dan
Hakam dari pihak suami, Karena masing-masing Hakam secara tidak
langsung menjadi semacam pembela dari masing-masing yang dihakami,
sehingga praktis masing-masing Hakam mempertahankan pendirian yang
dihakami, sehingpa keadaan Jalannya proses penyelesaian perkara tetap saja
seperti sebelum diangkatnya Hakamain.

2. Hakam yang dipilih dari pihak keluarga adalah sulitnya Hakam tersebut
melepaskan sikap subyektifitas kekeluargaan mereka dengan pihaknya
masing-masing. Umumnya karena Hakam tersebut berasal dari pihak yang
bersengketa maka Hakam tersebut cenderung mempunyai sikap yang
berpihak. Mereka merasa scbagai pembela pihaknya. Hal ini akan
mempersulit upaya mendamaikan dua pihak yang berselisih tersebut, bahkan

kesepakatan antara Hakam sendiri tidak bisa tercapai.

3. kalau Hakam tersebut hukan dari linelsmmne boateee—— - 3
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berperkara, tetapi umumnya dari orang-orang yang dipandang mengerti

tentang hukum agama atau orang-orang yang dituakan oleh masyarakal,
yang ditunjuk can dipilih oleh pihak-pihak yang berperkara, juga Jarang
sekali yang berhasil menyelesaikan tugasnya sampai tuntas, sebab mereka
lazimnya bersik i scolah-olah sehagai pembela dari masing-masing pihak
yang dihakami maka ada semacam perasaan enggan untuk bertindak sesuai
dengan status yang dibebankan kepadanya menurut hukum.(Imron, 1979
32-33)

Faktor ini  dikemukakan dengan tujuan, untuk menjadi  bahan
pertimbangan dalam menangani, memproses dan menyelesaikan perkara syiqog
serta dalam kaitannya dengan pengangkatan Hakamain, karena faktor kegagalan
fope-Migas 2tau poronac ong dibebaikan kepaca Hakumain akan berakibat
tertunda-tundanya perkara, sedang banyaknya suatu perkara harus dil‘und'a adalah
langsung  merupakan beratnya  beban biaya yang harus dipikul oleh pihak
penggugat. Padahal mengangkat Hakamain dari lingkungan keluarga hukumnya
tidaklah wajib melainkan bersifat anjuran.

Di dalam menjalankan tugasnya Hakam juga mengalami hambatan, jika
sampai terjadi dua orang Hakam berbeda pendapat tentang kesimpulan yang
diperoleh atau tindaken yang harus diambil terhadap pihak-pihak yang dihakami
(suami dan istri), seperti Hakam penggugat berkesimpulan bahwa antara istri dan
suami sudah tidak mungkin dirukunkan atau didamaikan kembali, sehingga ia
berpendapat, bahwa jalan satu-satunya demi kemaslahatan mereka masing-
masing, maka antara suami dan istri haruslah diceraikan. Sedangkan Hakam
suami berpendapat lain, yakni bahwa antara suami dan istri harus dipaksa agar
mereka hidup rukun kembali dan Jangan sampai diceraikan. (wawancara dengan
Bapak Solichan, S.H, Panitera Muda Hukum PA Jbr, Rabu, 28 Desember 2005)
Terhadap Hakamain yang demikian keadaannya itu, maka Hakim harus bertindak
mencabut pengangkatin mereka dan melanjutkan dengan mengangkat hakamain
yang baru lagi, seperti dinyatakan dalam Kitab Mughnil Muhtaj demikian -

“Dan jika pendapat mereka (Hakamain) berbeda, maka gadli harus

mengangkat hakamain lain (baru), agar mereka senakat dalarm mando.
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Di dalam Fat-hul Bari disebutkan demikian, yang menyatakan -
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zan sesunggunnya apapila Hakamain berbeda (pendapat), maka pendapat
mereka itu tidak dapat dilaksanakan”. (lmron, 1979: 34;

Berdasarkan luporan Hakamain Minjihatil Hakim didalam perkara Nomor:
1355/Pdt.G/2004/PA Jr. bahwa Hakamain dalam melaksanakan tugasnya telah
berupaya mencarikan solusi terbaik guna menyelesatkan kemelut yang terjadi
dalam rumah tangga penggugat dan lergugat akan tetapi masih terdapat kendala-
kendala yang membuat tugas Hakam menjadi tidak maksimal, kendala tersebut
antara lain:

I. penggugat (istri) tetap menyatakan ingin berceraj dengan tergugat ( suami)
karena sudah tidak kuat mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis
lagi, tetapi dari pihak lergugat tetap menyatakan ingin rukun kembali dan
tidak ingin bercerai dengan penggugat, serta ingin memperbaiki rumah
ltangpanya yang retak, hal inilah yYang menyulitkan Hakam dalam
menjalankan tugasnya.

2. pihak penggugat sudah tidak menaruh rasa cinta kepada tergugat sebab
tergugat tidak bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai kepala
rumah tangga, tetapi dari pihak tergugat merasakan sebaliknya dan sanggup
memperbaiki sifatnya jika memang dipandang kurang bertanggurig Jjawab.
Namun sebenarnya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan
tergugat disebabkan semata-mata ada pihak ketiga yang mau mengacaukan
rumah tanggany:.

Untuk menget:hui dan memahamj dengan mendalam permasalahan yang
dihadapi suami istri yang bersengketa itu, Hakam mengadakan penelitian secara
langsung berkonsultasi dengan para pihak serta keluarga mereka apabila dianggap
perlu, sehingga diper(ukan faktor-faktor pendukung untuk itu, baik dari pihak
Hakam itu sendiri, pihak suami istri yang bersengketa serta darj pihak keluarga.
Faktor-faktor pendukung tersebut antara lain:

1. adanya konsultas: yang diadakan pihak Hakam yang bersifat kekeluargaan,
tidak bersifat formal dan kaku, sehingga para pihak dapat dengan bebas

mengemukakan semua permasalahan rumah tangga yang dihadapinya
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2. Hakam yang dianggkat dari orang lain bisa lebih obyektif dan mereka bisa
membatasi diri tidak larut dalam emosi pertentangan dan permusuhan yang
terjadi antara suami istri, sehingga hakam bisa meneliti permasalahan pihak
yang bersengketa dengan lebih proposional dan memberikan alternatif
penyclesaiaan scbaik-baiknya.

3. adanya kepercayaan dari pihak yang bersengketa kepada Hakam dan
bersedia menyampaikan segala problema rumah tangga yang dihadapi,
sehingga suami dan istri bisa mengungkapkan rahasia-rahasia mereka
dihadapan keluarga sendiri yang tidak akan mau mercka ungkapan kepada
orang lain,

4. adanya kemauan dari pihak keluarga istri dan pihak keluarga suami untuk
menyerahkan sepenuhnya  semua permasalahan kepada kedua Hakam,
sehingga hal ini akan mempermudah Hakam untuk mencari penyelesaian
masalah tersebut.
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BAB IV
KLUSIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pida permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan
pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila terjadi perkara perceraian atas dasar alasan syiqoq, maka tata cara
pemeriksaannya disamping tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata
pada umumnya, sekaligus harus menurut tata cara mengadili yang digariskan
pada pasal 76 Uncang-imdang Nomor 7 Tahun 1989 itn sendiri. Adapun tata
cara pemeriksaan yang dikehendaki pasal 76 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila perkara perceraian didasarkan atas
alasan syigog (perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus), Hakim
harus memeriksa keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami
istri. Setelah pemeriksaan pembuktian selesai, kemudian Majelis Hakim dapat
mengangkat seorang atau lebih dari masing-masing pihak ataupun orang lain

untuk menjadi Hakam.

2. Syarat-syarat untuk menjadi Hakam dapat dirumuskan sebagai berikut -

a. berakal sehat; f. menguasai permasalahan:
b. baligh; g. berpandangan bagus;
c. adil; h. sholeh.

d. muslim;
e. merdeka;
Peranan Hakam calam kasus syigog ini bertugas menyelidiki dan mencari
hakikat permasalahannya, sebab musabab timbulnya persengketaan dan
berusaha sebisa mungkin untuk mendamaikan agar suami istri dapat kembali
hidup bersama derigan sebaik-baiknya.

3. Faktor penghambit Hakam dalam menjalankan peranannya adalah tidak
diperoleh adanya kesepakatan antara Hakam dari pihak istri dan Hakam dari
pihak suami, karzna masing-masing Hakam mempertahankan pendirian,

Hakam yang dipilih dari pihak keluarga sulit melepaskan sikan suhvektifitac
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kekeludfgdan mef&ka dengan' ‘pihaknya masing-nasiig. -Seédangkan” fakior
pendukungnya adalah adanya konsultasi yang dilakukan pihak Hakam yang
bersifat kekeluargaan, tidak bersifat formal dan kaku, sehingga para pihak
dapat dengan bebas mengemukakan permasalahan rumah tangga yeng
dihadapinya, Hakam yang diangkat dari orang lain bisa membatasi diri tidak
larut dalam emos; pertentangan dan permusuhan yang terjadi antara suami
istri, adanya dukungan dari pihak keluarga suami istri untuk menyerahkan

sepenuhnya semuz permasalahan kepada kedua Hakam.

4.2 Saran

L.

t~

Bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan syiqoq, Majelis
Hakim hendaknya tidak melalaikan pemeriksaan keluarga dekat suami istri,
meskipun  pemeriksaannya  bersifat imperatif,  apabila  dilalaikan
mengakibatkan putusan batal demi hukum Sehingga yang sejak awal sudah
benar-benar merupakan perkara perceraian dengan alasan syiqog, jadi bukan
perkara lain yang <ecmudian disyigogkan sctelah berlangsungnya pemeriksaan.
Peranan Hakam scbagai mediator dalam upaya perdamaian ini, maka
hendaknya Hakarn dapat bersifat aktif dalam menjalankan tugasnjza untuk
mendamaikan suami istri yang sedang berperkara dan hendaknya kedua
Hakam tidak berat sebelah dalam menjalankan tugasnya. Karena upaya
perdamaian inilah yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perceraian itu
terjadi.

Hakam di dalam menjalankan  tugasnya mengalami - hambatan-hambatan,
untuk itu Hakam harus bersikap profesional dan teliti agar hambatan-
hambatan itu dapat mudah diatasinya.
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LAMPIRAN IV

Perihal : Laporan Hakamain Minjihatil Hakim

Perkara Nomor: 1355/Pdt. G/2004/PA Jr

Kepada Yih.
Ketua Majelis Hakim pemeriksa
Perkara No: 1355/Pd1GR2004/PA Jr

Assalamu’alaikum wr.wi.

Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 1355/Pdt. G/2004/PA Jr
tertangpal 01 September 2004 tentang penunjukkan Hakamain, maka dengan hormat
H-kamain hendak melaport:nn hasil tupas hakamain schagai beritoy -

Bahwa Hakamain telah mendapat data untuk perkara sengketa rumah tangpa
antara pihak Penggugat dan T crgugat dengan cara bertemu langsung dengan
Penggugat dan Tergugat diruang kepaniteraan Pengadilan Agama Jember.

Dalam melaksanakan tugas kami telah berupaya mencarikan solusi terbaik guna
menyclesaitkan kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pengpugat dan tergugat
akan tetapi sampai dengan laporan ini dibuat masih terdapat hal-hal yang belum
disepakati.

Selain pertemuan di Kantor Pengadilan Agama Jember, Hakamain juga
bertemu dengan para pihak dirumah masing-masing pada hari Raby tanggal 15
September 2004 pukul 12.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB di JI.Jambu Gg.Il No.12
Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember disana bertemu dengan
Penggugat, Bapak Pengpugat, Ibu Penggugat yang bernama TITIK SUYATI BINTI
SUJONO, umur 44 tahun, Agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal
di JL.Jambu Gg.Il No.12 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember,
dan SUDIANTO BIN SUJONO Paman Penggupat umur 33 tahun, Agama Islam
pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Jl Jambuy Gg Il No.12 Kelurahan Patrang,
Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat karena sudahi
tidak kuat mempertahankan rumah tangpa yang tidak harmanis lagi, tujuan
berumah tangga untuk mencapai kebahagiaan lahir dan bathin tidak
tercapai, disamping karena alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam
persidangan, juga karena ada beberapa hal yang prinsip

- Pihak Penggugat sudah tidak menaruh rasa cinta kepada Tergugat sebab
sikap Tergugat tetap tidak berubah seperti duly yaitu Tergugat tidak bisa
menunjukkan  sikap bertanggung jawab scbagai Kepala rumah tangga,
terbukti bahwa wakty yang diberikan Majelis Hakim untuk usaha Damai
Tergugat tidak bisa merubah sikap yaitu tidak pernah berkunjung, tidak ada
usaha pendekatan bagaimana supaya Pengpugat ada rasa cinta lagi, ada rasa
ingin rukun kembali bahkan selama pengajuan perceraian di Pengadilan
Agama Jember hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah
kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah ngomong kepada Penggugat
bahwa Orang tua Penggugat akan dibuat scngsara/ menderita oleh
Tergugat, juga Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa
Penggugat tidak cantik, pincang dan Tergugat masih hica mencae
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pritiipuan lagr yang lebih cantik daripada Penggugat bahwa dcng,ar_: sikap
dan perbuatan Tergugat yang sangat keterlauan ill:l maka sekarang ini sudah
merupakan puncak davi ketidak ;sabardn dan ketidak mampuan Panpguiiat
untukl memperahankan ‘rimih tangga’ dengairTergugat bahkan kalaupun
dipertahankan/ dipaksakan untuk rukun membuat Penggugat bisa Stres
berat |

- Bahwa sejak berpisah hingga sckarang Kurang lebih 3 bulan lamanya,
Tergugat tidak pernah memberi belanja setelah pulang kerumah orang
tuanyu, setelah iy Tergugat tidak pernal datang lag,

Bahwa menurut by Penggugat dan Paman Pengpugpat menerangkan pada pokonya
sebagai berikut :

- Mereka sudah mengetahui kalay Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran masalah stkap dan perbuatan Tergugat yang
tidak bekerja padahal ditawari bekerja oleh Omnya Penggugat menolak,
schingga Tergugat tidak bisa memenuht  kebutuhan hidup sehari-hari
Penggugat sehingga kebutuhan hidup mereka dibantu orang tua Penggugat
namun sikap Terpugat tidak tahuy diuntung malahan sikapnya tidak bisg
menghormati Orang  tua Penggugat, Kkalau disuruh Sholat Hima wak(y
Tergugat bersikap kasar dan menolaknya kalaupun may dengan sikap dan
perbuatan menjeagkelkan bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat
tersebut maka terjadilah pisah tempat tinggal hingpa sckarang ini, laly
penggugat mengajukan Ceraj Gugat di Penpadilan Apama Jember

- Mercka sudah berusaha secara maksimal  untuk membina, merukunkan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat Supaya tidak terjadi percerain
namun tidak berhasil hal tersebut  dilakukan  sebelum Pengpugat

mengajukan Percerain bahkan sampai saat inipun sudah diusahakan rukun
namun tidak berhasil

- Bahwa dengan keadaan yang dikemukakan tersebut diatas maka hasilnya

Kami serahkan sepenuhnya  kepada Penggugat dan Majelis Hakim
Pengadiian Agama Jember,

Hakamain lalu kerumah Tergugat disana bertemy dengan Tergugat, Ayah Tergugat
bernama REDJO UTOMO bin SIRIN umur 74 tahun, Agama Islam pekerjaan
Pumawirawan ABR] tempat tinggal dj j|. Moch.Sroedji No.18 Kelurahan Patrang,
Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Kakak Tergugat  bernama AGUS.S bin
REDJO UTOMO umur 49 tahun, Agama Islan, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal
di JL Moch.Sroedji No.18 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten
Jember.

Bahwa Hakamaian telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan
atau mengislahkan Pengpugat dan Tergugat dengan cara memberi saran/ naschat dan
pandangan tentang baik buruknya bila terjadi perceraian, mwereka selama penundaan
ini belum pernah mengadakan pertemuan seperti yang disarankan oleh Ketua Majelis
bahwa Tergugat tetap menyatakan ingin rukun kembali tidak ingin cerai dengan
Penggugat Larena ingin memperbaiki rumah tangganya yang retak ingin memperbaiki
rumah tangpa yang tidak harmanis, ingin memperbaiki tujuan berumah tangga yang
t:Zal. bakag;. merjadi bahnzia, Bahwa Tergugat tetap ingin rukun lagi dan sanggup
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Bahwa menurut Ayah Tergugat dan Kakak Tergugat menerangkan pada pokonya
sebagai berikut : .

- Mereka sudah mengetahi kalay Pengpugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang ahirnya pisah tempat tinggal hingga
sekarang ini, laly Penggugat mengajukan Ceraj Gugat di Pengadilan
Agama meskipun sebenamya Tergugat masih berusaha rukun damaj dan
tidak mau berceraj.

- Mercka sudah berusaha secara maksimal  untuk membina, merukunkan
tumah tangga Pengpupat dan Tergugat supaya tidak terjadi percerain
Namun  tidak berhasil hal tersebut  dilakukan sebelum Pengpugat
mengajukan Percerain dj Pengadilan Agama yaity Orang tua Tergugat
berkunjung kerumah Orang Tua Penggugat dengan maksud dan tujuan
untuk  mengklarifikasikan dan mengisluhkan Pengpugat dan Terpgugat
namun tidak berhasi] malahan terjadi sebaliknya yaity sikap Orang tua
Penggugat yang kurang baik terhadap Orang tua Tergugat padahal
sebelumnya sangat baik malahan dulu adalah Teman (sahabat) sehingga
dengan keadaan yang demikian itulah maka Orang tua Tergugat sudzl,
tidak pernah lagi berkunjung  dan mengadakan  perdamain dengan
Pengpugat dan Orang tuanya bahwa sebenamya darj pihak Tergugat
sebenarmya sampai saat inipun usaha mendamaikan Tergugat supaya ada
usaha berkunjur 2 ke rumah Penggugat namun Tergugat tidak mengunjungi
Pengpugat dengan alasan karena tidak ada Penggugat dan diusahakan
Supaya memberi kebutuhan hidup schari-hari (belanjanya ) kepada
Penpgugat juga tidak dilaksanakan dengan alas an karena tidak ada
Penggugat sehingga selama pisahan kurang lebih 3 bulan tidak pernah
berkunjung, tidak pernah memberi nafakah kepada Pengpupar.

- Bahwa dengan keadaan yang dikemukakan tersebut diatas maka menurut
Kakak Tergugat rumah tangga Pengpupat dan Tergugat sudah tidak
mungkin rukun kembali seperti semula yaity Jalan yang terbaik bagi

Bahwa akhirnya terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat Hakamain
berkesimpulan sebagai berikut:

I. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang sulit untuk dapat didamaikan lagi;

2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya yakni bercerai dengan
Tergugat, sedang Tergugat tetap  keberatan ceraj dengan
Penggugat;

3. Bahwa dari Pihak Orang tua Penggugat dan Paman Pengpugat
menyerahkan sepenuhnya  kepada Penggugat kalaupun ingin

Pengadilan Agama Jember,
4. Bahwa dari pihak Orang tua Tergugat diserahkan sepenuhnya
kepada Tergugat dan kepada Pengadilan Agama Jember

pthak Pengpupat tidak cinta juga pihak orang tua Penggugat
tidak mau rukun lagi maka kalay dipaksakan hasilnya tidak baik
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